MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 /PMK.05/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS _
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
mengembangkan profesioﬁalisme dalam pelaksanaan
tugas analisis di bidang pengelolaaﬁ keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, telah dibentuk Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negafa berdasarkan Peratuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan

J Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bBahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karir
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai
pelaksanaan Pasal 42 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam

Jhuruf ) a, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan
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Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nv’bmor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

T
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

‘Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

9. Peraturan Menteri Keiiangan Nomor 217/PMK.01/2018

* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641_);

MEMUTUSKAN:
Menétapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN
KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARK.

¢
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Nege}'i Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kéfja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahén atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- i
undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negéxra Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerfntahan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, . pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat mempunyai kewenangan nﬁelaksanakan
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

&
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6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembagé nonstruktural.

7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus
urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah
otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
dekonsentrasi. g

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

9. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya  disebut Jabatan  Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan . kegiatan
analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada
satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai
kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
yang selanjutnya disebut dengan Analis Pengelolaan
Keuangan APBN adalah PNS. yang diangkat dalam
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

11. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN yang
selanjutnya disebut Pranata Keuangan APBN adalah PNS
yang = diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Kenangan APBN. |

12. Pengelolaan Keuangan APBN adalah kegiatan pengelolaan
keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian
tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis _

laporan keuangan instansi.
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13. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN adalah jumlah dan susunan Jabatan
Fungsional Analis Perflgelolaan> Keuangan APBN yang
diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dengan  baik, efektif, dan
efisien dalam jangka waktu tertentu.

14. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN adal;a{h Kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang
belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal
dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban
kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.

15. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pehgetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. | -

16. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis

‘ Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disingkat
SKJ adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk
dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang
Pengelolaan Keuangan APBN yang mencakup aspek
pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang
relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

17. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi
adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS dengan SKJ.

18. Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Nilai Kinerja adalah gabungan nilai sasaran kerja
pegawai dan nilai perilaku kerja sebagaimaﬁa dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan.

19. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut .
Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan
bertugas untuk menilai Angka Kredit Analis Pengelolaan
Keuangan APBN. |
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20. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap
sasaran kerja pegawa;i/ capaiah kinerja pegawai dan
perilaku kerja.

21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

22. Angka Kredit adalah satuan nila}iﬁdari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN
dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

23. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagai salah satu syarat
kenaikan pangkat dan/atau jabatan. | -

24. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat

\ yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan
Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

25. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
adalah pejabét yang memiliki kewenangan untuk
menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

26. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang
berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan dan disusun oleh Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang bersangkutan untuk diusulkan
kepada Pejabat yang Berwenang Menetépkan Angka
Kredit melalui Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit
dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Y
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27. Berita Acara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang
selanjutnya disingkat BAPAK ‘adalah laporan hasil akhir
penilaian Angka Kredit dan ditahdatangani seluruh Tim
Penilai yang hadir dalam sidang pleno penilaian Angka
Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan
Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit. '

28. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan
BAPAK.

29. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN baik
perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan
Keuangan APBN. |

30. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan. PNS -
dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam

jangka waktu tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

Pasal 2
Kedudukan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN terdiri atas:
a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada Instansi Pusat
Kementerian Negara/Lembaga; dan
b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada Insfansi Vertikal

Kementerian Negara/Lembaga.

4
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Pasal 3
(1) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
termasuk kategori jafaatan fuhgsional keahlian yang
terdiri atas 3 (tiga) jenjang mulai dari yang terendah
sampai dengan jenjang tertinggi yaitu:
a. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama,
b. Jabatan Fungsional Analis iséngelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya.
(2) Jenjang pangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan

ketentuan peraturan peruridang—undangan.

BAB III
'PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

Pasal 4
Instansi Pusat dan Instansi Vertikal Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang Pengelolaan Keuangan APBN menyusun Kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

Pasal 5

(1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN pada masing-masing
Instansi Pusat dan Instansi Vertikal 'Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
beberapa indikator meliputi:
a. ruang lingkup dan jenis struktur organisasi,;
b.  jumlah pemangku kepentingan;

.

&
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c. besaran pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA); dan/atau -

d. frekuensi dan volume transaksi.

(2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

. yang disajikan dalam bentuk perencanaan Kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Pengeldlaan Keuangan APBN

tahunan.

(3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan
Instansi Vertikal Kementerkian Negara/Lembaga harus
melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. ' .

(4) Lowongan Kebutuharé Jabatan Fungsional Analis

" Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan

Keuangan APBN tahunan dengan jumlah Analis

Pengelolaan Keluiangan APBN yang tersedia pada tahun

yang dihitung.

(5) Jumlah Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang tersedia
pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah:

a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan naik
jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada
tahun yang dihitung; dan

b.  Pranata Keuangan APBN.

(6) Pehghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai
dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Gy
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Pasal 6

(1) Instansi Pusat dan Instansi Vertikal Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN kepada
PPK Kementerian Negara/Lembaga, dengan tembusan
~ kepada Pejabat Administrator Unit Kerja Vertikal Jabatan
Administrator yang membidangi Pefbendaharaan Negara
di lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) PPK Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan
usulan  Kebutuhan  Jabatan Fungsional  Analis
Pengelolaan Keuangan APBN kepada Pimpinari Tinggi
Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara di
lingkungan Kementerian Kéuangan untuk memperoleh
rekomendasi.

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2), PPK  Kementerian Negara/Lembaga
menyampaikan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan
penetapan.

(4) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN yaﬁg telah ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPK  Kementerian
Negara/Lembaga dapat melakukan pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

q
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BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7
(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN diangkat oleh
PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kewenangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disubdelegasikan kepada PyB sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.Pasal 8
Pehgangkatan PNS sebagai Analis Pengelolaan Keuangan
APBN dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/ ihpassing; dan

d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

| Pasal 9

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN melalui ;Sengangkatan
pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;

b. memiliki iritegritas dan moralitas yang baik;

N
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sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendali S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat) {atau setara di bidang ekonomi,
keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi,
atau hukum;

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk
Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan
Kompetensi sosial kultural éésuai SKJ yang telah
disusun oleh instansi pembina; dan

f.  memiliki Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi
Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN yang telah ditetépkan .
melalui pengadaan darij calon PNS.

(3)‘ Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus
Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat
dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN. '

(4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti
dan lulus pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan
Keuangan APBN.

(5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang belum
mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari

jabatannya.

N
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(6) Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN
yang dilakukan oleh calon PNS atau PNS yang belum
diangkat dalam Jabata{n Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN dapat diperhitungkan sebagai bagian
dari penilaian Angka Kredit sepanjang menyertakan bukti
fisik yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang
merupakan bagian tidak terpis:;hkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 10
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis -

Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari

jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki iﬁtegritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d.  Dberijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat) atau setara di bidang ekonomi,
keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi,
atau hukum;

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk
Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan

. Kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang telah
disusun oleh instansi pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat |
2 (dua) tahun;

www.jdih.kemenkeu.go.id .

-

DISTRIBUSI II



- 15 -

g. Nilai Kinerja paling sedikit hernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

h. berusia paling ting;gi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) ic;hun untuk 'Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Madya.

i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses
pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin
tingkat sedang/berat; |

j.  tidak sedang menjalankan tugas belajar Iebih. dari -
6 (enam) bulan pada saat perpindahan jabatan; dan

k. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan
negara pada saat perpindahan jabatan.

(2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
diterima PPK pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
batas usia yang dipersyaratkan.sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h.

(8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan
Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsibnal Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.
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(4) Pangkat yang ditetapkan bagi .PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu $sama dengan pangkat yang
dimilikinya dan jenjané jabatan‘ yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

(6) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur

penunjang.

Pasal 11

(1) Pranata Keuangan APBN yang memperoleh ijazah S-1
(Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) dapat diangkat ke
dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional -
Analis Pengelolaan Keuangan APBN;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN;

c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk
Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan
Kompetensi sosial kultural;

d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang
ditentukan; dan

e. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang
I/ a.

(2) Pranata Keuangan APBN yang akan diangkat menjadi
Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan Angké Kredit dari
jjazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat), ditambah
sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit
Kumulatif dari pelatihan, tugas jabatan, dan
pengembangan ' profesi dengan tidak memperhitungkan

Angka Kredit dari unsur penunjang.

RS
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Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/ Inpassing

Pasal 12

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN melalui

 penyesuaian/ inpassing sebagaimapa dimaksud dalam

Pasal 8 huruf ¢, harus memenuhi §j}arat sebagai berikut:

a. berstatus PNS; _

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat) atau setara;

e. lulus seleksi pényesuaian /inpassing yang
diselenggarakan oleh instansi pembina,; | -

f.  memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun
dan masih melaksanakan tugas di bidang
Pengelolaan Ke'uangan APBN;

g. Nilai Kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

h. tidak sedémg menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses
pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin
tingkat sedang/berat;

i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; dan

jo  tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan
negara pada saat penyesuaian/inpassing.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisv Pengelolaan
Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan .
Keuangan APBN sesuai jenjang jabatan fungsional yang

akan diduduki.

"
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(3) Batas waktu penyesuaian/inpassing mengikuti ketentuan

yang ditetapkan oleh Badan Kéfpegawaian Negara.

Pasal 13
(1) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
-~ dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (1)
huruf f meliputi:

a. bertugas sebagai ketua/anggota Tim Penilai dalam
kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan APBN,
dan/atau

b. bertugas di unit kerja yang memiliki tugas di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN.

(2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud -

pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

Pasal 14

(1) Kementerian Negara/ Lembaga yang telah mendapatkan
penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dapat melaksanakan
penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN selama periode
penyesuaian/inpassing.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang >membidangi
kepegawaian  pada  Kementerian  Negara/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi
awal terhadap PNS yang akan mengikuti '
penyesuaian/inpassing sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1)s.
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(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. yang membidangi
kepegawaian pada  Kemeriterian Neg‘ara /Lembaga
menyampaikan usular{ PNS yéng memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti
seleksi penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan oleh
Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang

- membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan
Kementerian Keuangan.

(4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:

a. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN;
b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan

mengikuti seleksi; \

c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;

d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
e. fotokopi Nilai Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
f.  daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja

paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan
Keuangan.APBN dan masih melaksanakan tugas di
bidang berkenaan, yang ditetapkan atasan PNS yang
bersangkutan paling rendah Pejabat Administrator,
sesuai contoh formulir yang tercantum dalam
Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

g. surat keputusan penempatan terakhir;

&
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h. surat pernyataan yang menyatakan bersedia
diangkat dalam Jabatan i“ungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN, tidak rangkap jabatan
dalam jabatan fungsional lainnya, bersedia
mengikuti pendidikan, pelatihan, melaksanakan
kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan APBN
secara aktif, dan masih menjalankan tugas di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN‘:sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran II huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

i.  surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling
rendah Pejabat Administrator yang menyatakan
bahwa pegawal yang bersangkutan tidak sedang
menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin sedang atau
berat, tidak sedaﬁg menjalankan tugas belajar dan
tidak sedang mer.ljalankan cuti diluar tanggungan
negara sesual dengan format tercantum dalam
Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi
penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3) diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi  Perbendaharaan  Negara di lingkungan

Kementerian Keuangan.
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Bagian Keenam

Angka Kredit Penyesuaian/ Inpassing

Pasal 16
PNS yang lulus seleksi penyesuaian/inpassing untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN, diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa
kerja dalam pangkat dan golongan fﬁang terakhir dengan
besaran tercantum dalam Lampiran [II huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 17

(1)‘ PNS yang lulus seleksi penyesuaian/inpassing untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
mendapatkan rekomendasi penyesuaian/inpassing yang
ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan
Kementerian Keuangan sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian/ inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atau PyB dapat
mengangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undéngan.

(3) Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing dalam
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
disampaikan kepada Analis Pengelolaan Keuangan APBN

yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

www.jdih.kemenk8u.go.id .
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a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

c. Kepala Kantor Pfelayanan‘ Perbendaharaan yang
bersangkutan; dan

d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan  APBN melalui promosi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus
memenuhi persyaratan seb’agai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi u’ntuk -
Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan
Kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang disusun
oleh instansi pémbina; dan

b. Nilai Kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan " dalam Jabafan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN  melalui  promosi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengah ketentuan

peraturan perundang-undangan.

N
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Bagian Kesembilan .

Penugasan dalam Jabatan

Pasal 19
(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat melaksanakan
tugas sebagai:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen; atau
b. Pejabat Penandatangan Surat ‘rl;erintah Membayar.
(2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk dapat
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memiliki:

a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai
Pejabat  Pembuat Komitmen  atau  Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan

b. Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuaﬁgan -
APBN yang diterbitkan oleh instansi pembina.

(3)~ Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan
tugas sebagaimana'dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa

Pengguna Anggaran.

BAB V
KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Pasal 20
(1) Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan
sebagai unsur utama atau unsur penunjang dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. , Jjazah pendidikan sekolah sebagai unsur utama,

‘ diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur
pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijjazah
sehingga besarnya Angka Kredit pada sub unsur

berkenaan menjadi:

Www.jdih.kemenkQ&.go.id\
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1. sebesar 100 (seratus) untuk S-1
(Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat);

2. sebesar 1501 (seratué lima puluh) untuk
Pascasarjana/Magister (S-2); dan

3. sebesar 200 (dua ratus) untuk Doktor (S-3).

b. Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur penunjang,
diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur
perolehan gelar kesarjanaéﬁ lainnya sehingga
mendapat tambahan Angka Kredit:

1. sebesar S (lima) untuk S-1
(Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat);

2. sebesar 10 (sepuluh) untuk Pascasarjana/
Magister (S-2); dan

3. sebesar 15 (lima belas) untuk Doktor (S-3).

(2) Liazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan -
sebagai unsur utama Angka Kredit Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN apabila memenuhi
kualifikasi pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma
Empat), Magister (S-2), atau Doktor (S-3) sebagai berikut:
a. bidang ekonomi;

b. bidang keﬁangan;

c. bidang akuntansi;

d. bidang manajemen,;

e. bidang administrasi; atau

f.  bidang hukum.

(3) Ljazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan
sebagai unsur penunjang Angka Kredit Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN apabila:
a. . jenjang pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma

Empat), Magister (S-2), atau Doktor (S-3) dengan
kualifikasi pendidikan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2); atau
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b. perolehan ijjazah yang kedua dan seterusnya pada
jenjang pendidikan yang $ama dalam hal perolehan
jjazah  yang pértama memenuhi  kualifikasi
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengakuan ijazah dilakukan sesuai dengan tata cara yang
tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 21

(1) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN harus memenuhi SKJ sesuai
jenjang jabatan. ' |

(2) Kompetensi Analis Pengelolaan Keuangan APBN terdiri

‘ atas:

a. Kompetensi teknis;
b. Kompetensi manajerial; dan
c. Kompetensi sosial kultural.

(3) Rincian SKJ ' setiap jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SKJ yang disusun

oleh instansi pembina.

BAB VII
UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

p Umum

Pasal 22
Uji Kompetensi terdiri atas:
a. Uji Kompetensi pengangkatan pertama,;
b.  Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
c.  Uji Kompetensi promosl; dan

d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
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Pasal 23
(1) Uji Kompetensi sebagaimana«dimakc:}ud dalam Pasal 22
dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang
akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis

Pengelolaan Keuangan APBN.

Bagian Kedua

Peserta Uji Kompetensi

Pasal 24

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

a. PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN melalui pengangkatan
pertama, ”

b. - PNS dari jabatan lain }.rang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui
perpindahan dari jabatan lain;

c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui promosi; dan

d. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan naik
jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan

APBN setingkat lebih tinggi.

Pasal 25

PNS yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai
berikuf:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; dan

b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a.
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Pasal 26
PNS yang dapat diusulkan untuk ~mengik\uti Uji Kompetensi
perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k;
dan
b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang I1I/a.

Pasal 27
PNS yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi
promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢ harus
memenuhi persyaratan sebégai berikut:
a. - memenuhi persyaratar.l sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b; dan
b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a.

Pasal 28
(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat diusulkan
untuk mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak sedang menjalani hukuman  disiplin
/ sedang/berat;
b. telah mengumpulkan angka kredit kumulatif paling
- sedikit 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit
minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jenjang jabatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;
c. Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(du;a) tahun terakhir; dan
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d. telah mengikuti pelatihan fungsional sesuai jenjang
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan

APBN yang akan diduduki. 4
(2) Dalam hal pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d belum tersedia, Analis Pengelolaan
Keuangan APBN dapat mengikuti Uji Kompetensi
kenaikan jenjang jabatan tanpa mengikuti pelatihan

fungsional terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 29
Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS; dan
b. fotokopi ijazah péling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat).

Pasal 30

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi

perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;

b. fotokopi ijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat);

c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
surat pernyataan dari pimpinan unit | kerja yang
menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah
memiliki bengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun
sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II |
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini;
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e. fotokopi SKP dan Nilai Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
yang dilegalisasi oleh PyB; dan™

f.  surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah

Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang

bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman

disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan

. tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti diluar

tanggungan negara sesuai dengin format tercantum

dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31
Dokumen persyaratan untuk mengikﬁti Uji Kompetensi
Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c,
terdiri atas:
a. fotokopi keputusan per;gangkatan sebagai PNS;
b. fotokopi ijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4
(Diploma Empat);
c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
d. fotokopi SKP dan Nilai Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
yang dilegalisasi oleh PyB.

Pasal 32
Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi
kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
c. fotokopi penetapan angka kredit;
d. fo%okopi SKP dan Nilai Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
yang dilegalisasi oleh PyB; dan

&
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e. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah
Pejabat Administrator yang ményatakan bahwa PNS yang
bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman
disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan
tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti diluar
tanggungan negara sesuai dengan format tercantum
dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Dalam hal peserta Uji Kompetensi akan melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dokumen

persyaratan Uji Kompetensi ditambahkan sebagai berikut:

a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan

b. fotokopi Sertifikat -Kompetensi sebagai pengelola

keuangan APBN yang diterbitkan oleh instansi pembina.

Bagian Keempat

Materi dan Metode Uji Kompetensi

Pasal 34

(1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada SKJ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Dalam hal peserta Uji Kompetensi telah memiliki
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b, materi Uji Kompetensi hanya meliputi
Kompetensi manajerial dan Kompétensi sosial kultural.

(3) Me&teri Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada

aﬁ}at (1) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.
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Pasal 35
(1) Uji Kompetensi dilakukan diantaranya melalui metode:
a. tes tertulis; dan/ at.;iu ‘
b. wawancara.
(2) Dalam hal diperlukan, Tim Uji Kompetensi dapat
mengembangkan dan menetapkan metode Uji Kompetensi

- selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Tim Uji Kompetensi

Pasal 36

(1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Négara -
di lingkungan Kementerian Keuangan membentuk dan
menetapkan Tim Uji Kompetensi.

(2) Susunan keanggotéan Tim Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit
3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) oréng ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(3) Keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisikan paling sedikit 1 (satu) orang

perwakilan dari instansi pembina.

Pasal 37
(1) Syarat untuk menjadi anggota Tim UjiA Kompetensi
meliputi:
a. menduduki  jabatan/pangkat paling rendah
1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat PNS/Analis
Pengelolaan Keuangan APBN yang akan mengikuti |
Uji Kompetens;

.
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b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang:
1. Pengelolaan Keuangan APBN;
2. pengembanga}l sumber daya manusia,
dan/atau
3. pendidikan dan pelatihan; dan
c. memiliki keahlian dan kemampuan dalam
melakukan Uji Kompetensi.

(2) Dalam hal tidak terdapat pejabat }ang memenuhi syarat
menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji
Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan
jabatan/pangkat paling rendah  setara  dengan

jabatan/pangkat peserta yang diuji.

Pasal 38 | )
(1) Tugas Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
" Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

a. melakukan verifikasi terhadap berkas usulan calon
peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN;

b. melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Analis PengeIolaan Keuangan APBN;

c. mengolah hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN;

d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN; dan

e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji

. Kompetensi Jabatan Fungsional Analié Pengelolaan
Keuangan APBN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara

di lingkungan Kementerian Keuangan.

&
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(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tim Uji Kompetensi éTapat menentukan metode,

substansi, dan teknis pélaksanaah ujian.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Unit
Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
menetapkan penyelenggara' Uji Kompetensi.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompe;censi -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pejabat

‘ Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 40

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sampai dengan Pasal 28, diusulkan oleh paling rendah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja masing—maéing kepada
penyelenggara Uji Kompetensi.

(2) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan
calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan calon |
peserta Uji Kompetensi.

-
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(3) Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disémpaikan kepada Tim Uji
Kompetensi untuk dilakﬁkan Uji Kompetensi.

(4) Hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian

- Keuangan untuk mendapat penetapan kelulusan.

(5) Hasil penetapan kelulusan Uji Ko;xilpetensi sebagaimana
dimaksud péda ayat (4), disampaikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian
Keuangan kepada PPK masing-masing Analis Pengelolaan
Keuangan APBN.

(6) Berdasarkan hasil penetapan kelulusan Uji Kompetensi,
PPK menerbitkan surat keputﬁsan
pengangkatan/kenaikan  jenjang  jabatan Analis
Pengelolaan Keuangan APBN dan melaksanakan
pengambilan sumbah Analis Pengelolaan Keuangan

APBN.

Pasal 41
Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila telah
memenuhi nilai Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial,
dan Kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

v Pasal 42
Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi, dapat mengikuti
Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali sésuai dengan
jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh

penyelenggara Uji Kompetensi.
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Bagian Kedelapan

Pemantauan dan Evaluasi Penyeléxnggaraan Uji Kompetensi

Pasal 43

(1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara dan Unit Kerja
- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pendidikan dan pelatihan di bidét;lg Keuangan Negara
Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara

periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau
rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan

Uji Kompetensi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN dapat dilaksanakan dalam
bentuk:
a. pendidikan; dan/atau
b. pelatihan.

R

&

www.jdih.kemenkeu.go.id .
DISTRIBUSI II ]



- 36 -

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 45

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN melalui Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a,
merupakan pengembangan Kom;;étensi yang dilakukan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS
melalui pendidikan formal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN melalui pendidikan formal
sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) dilaksanakan
dengan pemberian tugas belajar. | -

(3) Pemberian tugas belajar kepada Analis Pengelolaan

\ Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk memenuhi kebutuhan SKJ dan

pengembangan karier.

Bagian Ketiga
' Pelatihan

Pasal 46

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan  Keuangan APBN melalui  pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi pendidikan dan ’pelatihan di
bidang Keuangan Negara di lingkungan Kementerian
Keuangan.

(2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan  Keuangan APBN  melalui  pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui, jalur:
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a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran
melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di
dalam kelas yang saﬁa; dan/ atau

b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran
yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.

(3) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud
© pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui
program: "
a. pelatihan;
b. seminar;
c. kursus;
d. penataran; dan/atau
e. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka
mempertahankan tingkat keahlian (maintain rating).
(4) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagairﬁana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain

" melalui program:

a. e-learning;

b. bimbingan di tempat kerja;

c. pelatihan jarak jauh;

d. magang atau (on the job learning); dan/atau

e. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 47
Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN terdiri atas:
a. pelatihan teknis; dan
b. pelatihan fungsional.

4

Pasal 48
Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi
untuk mencapai persyaratan SKJ dan pengembangan karier
sesuai dengan jabatan masing-masing.

e
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Pasal 49

(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b meljupakan program pengembangan
Kompetensi untuk mencapai persyaratan SKJ dan
pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

(2) - Pelatihan fungsional terdiri atas:

a. pelatihan fungsional Analis ﬁéngelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama;

b. pelatihan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda; dan

c. pelatihan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya.

(3) Pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh Ahalis -
Pengelolaan Keuangan. APBN paling lama 3 (tiga) tahun
sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

Pengelolaan Keuangan APBN.

Bagian Keempat

Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 50

(1) Kebutuhan  pelatihan diperoleh  melalui analisis
kebutuhan pelatihan.

(2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi
mengenai Kompetensi Analis Pengelolaan Keuangan
APBN yang perlu ditingkatkan. |

(3) Informasi mengenai kompetensi Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang perlu ditingkatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:

a. analisis hasil Uji Kompetensi; dan
b. survei.

BN
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(4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurﬁf a dilalkukan \untuk mengetahui
kesenjangan Kompetensi Analis Pengelolaan Keuangan
APBN dengan SKJ Analis Pengelolaan Keuangan APBN
yang bersangkutan.

(5) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

- dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner,

isian, observasi dan metode ilmiah iainnya.

Bagian Kelima

Kurikulum Pelatihan

Pasal 51
Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan
teknis bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilaksanakan -
oleh Unit Kerja Jabatan: Pimpinan Tinggi Madya yang
meinbidangi Perbendaharaan Negara dan Unit Kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan dan
pelatihan di bidang Keuangan Negara di lingkungan

Kementerian Keuangan.

Bagian Keenam

Kerjasama dan Akreditasi

Pasal 52

(1) Pelatihan teknis dan pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat
dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang
melzlggunakan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
mé;’lalui mekanisme kerja sama dan/atau akreditasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama
dan akreditasi pelatihan teknis ditetapkan dengan
Peraturan Pejabat Pimpinan Tinggi -Madya yang
membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang

Keuanggn Negéra di lingkungan Kementerian Keuangan.
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BAB IX
SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 53

(1) Pada awal tahun, setiap Analis i’é:ngelolaan Keuangan
APBN harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

(3) SKP untuk masing—masing jenjang Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN diambil dari kegfatan -
sebagai turunan dari. penetapan kinerja unit dengan

" mendasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

(4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui
dan ditetapkan.oleh atasan langsung Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang bersangkutan.

(5) Penilaian SKP dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 54
Dalam hal capaian SKP Analis Pengelolaan Keuangan APBN
pada akhir tahun kurang atau sama dengan 50% (lima puluh
persen), kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai
ketentl}an peraturan perundang-undangan yaﬁg mengatur

mengenai disiplin PNS.
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Bagian Kedua

. . . h .
Penilaian Kinerja

Pasal 55
(1) Penilaian Kinerja untuk Analis Pengelolaan Keuangan
APBN dilakukan sesuai dengan capaian kinerja
- pegawai/nilai SKP dan nilai perilaku Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang bersangliﬁtan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Capaian kinerja pegawai/nilai SKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil dan manfaat ‘yang dicapai.

(3) Penilaian Kinerja untuk Analis Pengelolaan Keuaﬁgan -
APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh atasan langsung Analis Pengelolaan Keuangan APBN
yang bersangkutén, berdasarkan pertimbangan

Tim Penilai sesuai pencapaian Angka Kredit setiap tahun.

BAB X
PENILAIAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

yang Diberikan Penilaian Angka Kredit

Pasal 56
(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsi.onal Analis
Péngelolaan Keuangan APBN dilakukan terhadap tugas
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.

RS
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(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas: N
a. pendidikan;
b. analisis pengelolaan keuangan APBN; dan
c. pengembangan profesi.
(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud
© pada ayat (2), terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan formal dan memperoleh
ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan
3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan,;
b. analisis pengelolaan kéuangan APBN, meliputi:
1. perikatan dan penyelesaian tagihan; |
2. pelaksanaan perintah pembayaran; dan
3. analisis laporan keuangan instansi; dan
c. pengembangaﬁ profési, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN;
2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah,
peraturan dan bahan lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN; dan
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan  teknis di  bidang
Pengelolaan Keuangan APBN.
(4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:
a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan
, fungsional/teknis di bidang Pengelolaém Keuangan
APBN;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di

bidang Pengelolaan Keuangan APBN;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. p’e{olehan’ penghargaan/tanda jasa; dan

f.  perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.
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(5) Penilaian Angka Kredit Jabatan . Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan
berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian dan Penilaian DUPAK

Pasal 57

(1) Untuk penilaian angka kredit, Analis Pengelolaan
Keuangan APBN harus mencatat dan menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK dengan
diketahui atasan langsung.

(2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas
pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat yang
Mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan
langsung melalui sistem informasi.

(3) Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pacia ayat (2) menandatangani DUPAK dan
menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung
lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Angka Kredit melalui Tim Penilai.

Pasal 58

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan
rﬁgnyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya
kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada
anggota Tim Penilai;

b. setiap DUPAK  sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;

of
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c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
huruf b masing-masing melak8anakan penilaian terhadap
Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK
berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses
penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai
menjadi ketua sementara Tim Penilai;

e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai,
maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai
oleh anggota Tim Penilai yang lain,;

f.  dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun,
berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam)
bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat
mengajukan usul penggantian anggota secara definitif,
sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil
penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai
sebagaimana -dimaksud dalam huruf c¢ maka hasil
penilaian disampéikan kepada ketua Tim Penilai melalui
sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum
Sidang Pleno; dan

h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian
yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ maka dilakukan penilaian
/lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk

selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

Pasal 59
(1) Sidang Pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 2
(satu) kali dalam setahun.
(2) Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk menetapkan BAPAK.

S
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(3) Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dihadiri palings kuraﬂg 50% (lima puluh
persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai dan
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim
Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas
musyawarah mufakat;

b. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak mencapai musyawarah
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui
mekanisme pemungutan suara terbanyak.

(4) Hasil Sidang Pleno Tim Penilai .sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam BAPAK dan
ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang
hadir dalam Sidang Pleno Tim Penilai, sesuai dengan
contoh formulir sebagaifnana tercantum pada Lampiran II

" huruf F yang merupak-an bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

(1) Berdasarkan BAPAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (4), Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit harus menetapkan Angka Kredit Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

(3) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan
seﬁégaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
tembusan kepada:

a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN  yang
bersangkutan;

b.  sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
-
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c.  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit -kerja yang bersangkutan;
dan

d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 61

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Analis
Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan .
ketentuan: ”

“a. untuk kenaikan péngkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
berjalan; dan |

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka
Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli
tahun berjalan.

(3) Ketentuan mengenai pedoman penilaian dan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Bagian Keempat

Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 62
(1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan
DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang Berwenang
Menetap‘};an Aﬂgka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
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(2) Dalam pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Pejabat yané Berwenang Menetapkan
Angka Kredit dapat m“elibatkan‘ PNS pada Unit Kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian
Keuangan.

(3)  Ketentuan mengenai pembentukan Tim Penilai diatur
dalam Peraturan Menteri Penc;lﬂayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara mengenai Petunjuk Pelaksanaan
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 63
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
bertanggung jawab kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai
sertifikasi Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN,
Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
dapat menyampaikan sertifikat pelatihan di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN.

X
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(2) Sertifikat pelatthan di bidang Pengelolaan Keuangan
APBN sebagaimana dimaksud’ pada ayat (1) yang dapat
diakui harus memenuhi{ ketentuan sebagai berikut:

a. telah memenuhi kompetensi untuk melaksanakan
tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
dan

b. diterbitkan oleh instansi pemﬁiﬁa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya berlaku sampai dengan adanya Peraturan
Menteri yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat
Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN bagi
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan

Surat Perintah Membayar. |

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

G
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 /PMK.05/2019 A

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN IJAZAH

TATA CARA PENGHITUNGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KEUANGAN APBN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN
KEUANGAN APBN

Penghitungan Angka Kredit setiap tahun per jenjang
a. Menginventarisasi seluruh kegiatan yang mendapatkan penilaian

Angka Kredit, sebagaimana diatur dalam:

1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN;

2) Peraturan Menteri .Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan APBN;

3) Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan

4) Lampiran III Peraturan Menteri mengenai Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

'b.  Menginventarisasi nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan
sesuai dengan yang tercantum dalam:

1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN;

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan -
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Pranata Keuangan APBN;
.
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3} Lampiran Il Peraturan Menteri ini; dan
4}  Lampiran I Perataran Menteri tentang Petunjuk Teknis Jahatan
Fungsional Pranata Keuangan ;ﬂFEN.m _

c. Menghitung perkiraan volume hasil kerja fouiput] Jabatan Fungsional
Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN sesuai dengan jenjang jabatan untuk 5 (lima) tahun
yang akan datang berdasarkan rencana strategis erganisasi.

d. Tabel penghitungan Angha Kredit setiap tabun per jenjang sebagai
berilout: '

JABATAN FUNGEIONAL FRANATA KEUANGAN APBN/ANALIS
PENGELCGLAAN KEUTANGAN APEN

Jenjang .o, {a)
Tehun ..........{H)
Relrapituissi Angloa Kredit
Butir
Ha. | Kegiatan Volume Angla- | Jumlsh Angha Keteranigan
vang kredit Kredit

Dirzilaj

Jumiah

Keterangarn cara pengisian:

Pengisian bara:

fa). jenjang jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN/Analis
Penpelolaan Keuangan APBN; dan

(). tahun vang dihitung.

Pengisian kolom: .

1. Butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit berdasarkan hasil
kerja foutput) yang dibasilkan, mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Eeformasi Birokrasi Momor 53
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungaional Analis Pengelolaan

- Keuangan APBM, Peraturan Menteri Pendayagunsan Apsratur
Negara dan Reformasi. Birekrasi Nemor 54 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Keusngan APBN, Lampiran [II
Peraturan Menteri ini, dan Lampiran I Peraturan Menteri tentang
Petunjuls Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN;
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2. jumlah volume hasil kega foutput] vang dihasillean;

3. nilal Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan yang dinilai dalam
Angks Kredit, mengacu pada P;mtm-gn Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Penpgelolasn Keuangan APBN,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast MNomor 54 Tabun 2018 tentang Jabatan Fungsicnal
Pranata Keuangan APBN, Lampiran I Peraturan Menteri ini, dan
Lampiran 10 Peraturan Menteri tentang PEt'Llﬂ_;‘IJl{ Teknis Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan APEN;

4. hasil perkalian kolom 2 {dua) dan kolom 3 (tiga); dan

5.  Eketerangan pendudoung bila dipetlukan.

Penghitungan Kebutuhan Jumleh Pegawai dalam Jabatan Fungsicnal

Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan

Ecuangan APBN di Unit Orpanisasi yang Bersangkutan. ,

a. Menghitung rata-rata Angka Kredit per jam untuk setiap jenjang
Jabatan Fungsional Pranata Keuangan AFBN dan Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN denpan ears membag Angka
Kredit uniuk neik pangkatfgolongen dengan jam kerja normal
kenaikan pangkat/golongan, sesuai contoh tabel berilut dalam hal
menggunakan jam kerja efektif 1.230 jam per tahun,

Angka Kredit Per Jam (Jam Kerja Efeltif 1,250 jam per tahun)
Jabatan Fungsional | Angka Kredit | Jam Kerja

Pranata Keunangan Vang Efektif Angka

Mo APBN{Analis Dibutuhkan | untuk Kredit

Pengelolaan untuk Naik | Kenaikan | per Jam

1 | Terampil 20 5.000 0,004
2 | Mahir 50 5.000 0,01
3 | Penvelia 100 5.000 0,02
4 [ Ahli Pertama 50 =.000 0,01
5 | Ahli Muda 100 5.000 0,02
5 | Ahli Madya 150 5.000 0,03

I Menghitung wakfu efektif penyelesaian hasil kerja fouiput) pertahun
dengan eara membagi besaran Angka Kredit wmtuk setiap telian -
dengan rata-rata Angkas Kredit per jam, sesual jenjang Jabatan
Fungsienal Pranata Keuangan APBN/Analis Pengelolasn Kruangan
APEN yang bersargkutan.
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¢. Dalam menghitung kebutuhan jumlah Pejabet Fungsional Analis
Pengelelaan  Keuangan APHN, memperhahkan jumlabh  Pejabat
Fungzional Franata KEeyangsn APEN,

d. Menghitung kebutzhan jumlah pejabhat fung=ione] per jenjang Jabatan
Fungsional Pranata Keunangan APBN/Analis Pengelolaan Keuangan
AFBN dengan rumue sebagai beriloni:

W
KIF = o2

_ (ZAK Butir Kegiatan Paket x T Pejabot[Proyeksi) + I Butir Keglatan Non Paket
= AR Per Jam

Keterangan:

1] KJF merupakan kebutohan jumlah pejabat fungsional per jenjang
Jabatan PFungsional Pranata Keuangan APBN/Analis Pengelolzan
Keveangan APBN;

2] I AW Butir Kegiaian Paket merupakan jumlah dari perkalian antara
cutput butir leegiatan dengan Angla Kredit pada pejabat vang diberikan
fugas sebagai PPK, PPSPM, Bendahata Pengeluaran, Bendahara
Penerimaat, atau Bendshars Pergeluaran Pembantn sesual dengan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatir Megara nomor 53
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Penpelolaan Keunangan
APBN dan Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayasgpunasn Aparatar
Negara pomor 54 Tghun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Kenangan APBN; _

(3)- I Pejabat/Proveksi Pgjabat merupakan jumlah pejabat perbendaharaan
(Pejabat Pembuat Komintmen, Fgjabat Penandatangan Surat Permtah
Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahsara Penerimaan, dan
Bendahara | Fengeluaran Fembantu vang menduduld

~ je=batan/diproyeksikan menjabat;

(4] £ Butir Kegiaten Non Paket merupakan jumlah dari perkalian antare

© putput butir kegmtan dengan Angla Kredit selain butir kegiatan dengan
Angka Kredit pada pejabet yang diberikan tugas sebagai Pejabat Pembuat
Kovainimees, P'Ejahat Penandatangen  Surat  Perintah  Membayar,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Peoerimaon, ataun Bendahare
Pegngeluatan Pembantu sesusi dengan Lampiran 1 Peraturan Mengeri
Pendagagunasan Aparatur Nepara nomer 53 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pengslolaan Keuangan APBN dan Lampiran | Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54 Tahun 2018 tentang
Jabaten Fungsicnal Pranata Kenangan APBN;
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(5) AK Per Jam merupakan Angka Kredit per jain per tahun yang sesuai
dengan jenjangnya; ‘ ‘
(6) w merupakan waktu penyelesaian hasil kerja (output) pertahun;

(7) JKE merupakan jam kerja efektif.
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€. Tabel penghitungan KJF sebhagaimana berikut:

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAK
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KETTANGAN APBN DAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APEN

" Jumlsh /Proveksl Pejahat Walm

Mo | - Tahun Jeni Men AK TOTAL AK ‘Kmm‘gld“:.h Fenyalegaism Kebtuhan

erE et Paloet _ i P‘:rﬁuui-. Jumbsh Fegeeal

Jumdah el
FFE | prsFM | EP | EPEN | EBFP dey
(1) 12t (2] (41 st | e | mop @ | e | aomeermeme | LR M2 | (m-A0fA2) | (L#m(l21fL1.350
[ x {104
1| 2053 Tersmpil &
Mahir 12.5
Peryelln 23
Prxfams 18,5
Muds 28
Madys 37,5
2 | 20 Terampil 5 A

Mahir - 18,5
Fengehia 25
Pertame 12.5
Muda 25
Madya 37.5
4 | 200 Tetampdl a3
Mahir ) 12,5
Feryvelin ) 25
Pertama 12,5
Muda 25
Madya 37.5
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S | QOXIC Terampﬂ . 5
Meahit 125
Pengelia a5
Pertama 12,5
Muda 25 '
Medya 7.5

Jurnlah
Pengizian knlfom:

1. Tahun diisi dengan tiap tahun dalam Renstra

- 2, Jenjang jobatan pada Jabatan Fungsional Anelis FPengelolaan Kevangan APEN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan
APEN;

2.  Angka Kredit yang diperoleh sesuai dengen Jumlah Volume dikeli Angka Kredit sesuai yang tercantum padea Lampiran 1
Feraturan Kenteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Jabaten Fungsional Analis
Fengelolaan Keuvangan APBN dan Lampiran I Peraturan Menieti Pendayvegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokiast
Nomor 54 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN: - ’

4. Angka Kredit yang diperoleh untuk tugas jabatan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunean Aparatir
MNegara dan Reformasi Birokrazi Nomor 53 tentang Jabstan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Perdturan
Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara dan Reformasi Blrokrasi Nomor 54 tentang Jabatan Fungsionat Pranata Kenangan
APBN;

Jumlah { proyeksi imnlabh Pejabat Pembniat Komitmern;
Jumiah/proyeksi imnlah Pejabat Penandatangan SPM;
Jumizh/proyekst jumlah Bendahara Pengeluaran;

Jumlah /proyveksi jumlah Bendahera Penetimaan:

Jumlah /proyeksi jumlah Bendahara Pengehiatan Pembantu;

A

1
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10. Jumlah/proyeksi jumlahpejabat yang menjabat pada saat penghitungan formasi ini disusun,;

11. Total Angka Kredit didapat dari Total Angka Kredit tugas jabatan selain dari tugas jabatan yang sudah diberikan/non paket (3)
ditambah Total Angka Kredit tugas paket (4) yang sebelumnya sudah dikalikan dengan jumlah/proyeksi jumlah pejabat (10);

12. Angka Kredit per jam per tahun yang sesuai dengan jenjangnya;

13. Waktu penyelesaian per tahun,;

14. Kebutuhan jumlah pegawai.
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3. EKedudukan .Jebatan Fungsional Analie Pengelolasan Kenangan APPN dan
Pranata Kenangan AFPN. e

Dalem menentukan jumlah/proveksi pejabat sebagaimena dimaksud
dalam angla 2 hwuf &, harus mempertimbangkan kedudukan Apalis
Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN pada lnstansi
Pusat dan/atau Instansi Vertikal Kementerian Negara{Lembaga, dengan
ketentman sebagai berikt:

B Unit Kerja Kedudukan
Jabatan Fungsional
1 Unit Kerja Jebatan Pimpinan |a. Analis Pengelolaan Keuangan
Tinggi Pratama atau lebih AFBN Ahli Pertama s.d. Ahli

tingg Madya;

b. Pranata Keuvangan AFBN
Terampil &.d. Penyelia.

No Jenjang :I abatan Fungsional

2 | Unit Kerja Jabatan | 2. Atalie Penpelolaan Henangan
Administrator atau  lebih Abli Pertama =.d. Ahl Muds;
retidah b. Franata EKenangan APBN

Terampil s.d. Penyelia.

4. Rekapitulesi- Kebutuhan Jumlah Pegawei dalam Jabatan PFungsional
Pranatn Keuagngan APBN/Analis Pengelolaan Eenangan AFBN di Unit
Organisasi vang Bersangkuatan

Tabel Rekapitulasi
Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungeional Analie Pengelolaan
Keuangan APEN dan Pranata Keuangan APEN

Jummlzh

Keterangan:
n = Tahnn awal ﬁén@lmngan WJF
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5, Penghitungan Lowongan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan APBN/Analis Pengelolaan Keuangan APBN
“,
di Unit Grpanisasi yang Bersangluatan (LEJF).

Ruimns:

LEJF = KJF — (JF + JFM — [FN — [FB)

Keterangan.:

a. JF mcrupﬂ.kan Jumlah Pranata Keuangan APBN/Analis Penpelolaan
Keuangan APBN vang ada saat inj;

b. JFM metupakan perkiraan Jumlah Pranata Keuangan APEN/Analis

Pengelolaan Keuangan APBN yang maesuk dalam jenjang jabatan
tertenitu pada tahun yang dihitung;

c. JFN merupakan perkiraan Jumlah Pranats Keuanpan APBN/Anshs
Pengelolaan Keuangan APBN vang naik jenjang jebatan pada tahun
yang dihitung;

d. JPB merupakan perkiraan jumlah Pranata Keuangan APBN/Analis
Pergelolaan Keuangan APBN vang berhenti dari jabatan fungsional
dari jenjang jabatan terteuti: pada tebun yang dihitung.

q
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B. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN IJAZAH

Tata Cara Pengajuan. "

a. [jazah pendidikan yang telah diperoleh pegawai namun belum diakui dan
diperhitungkan dalam Keputusan Penetapan Angka Kredit, dapat
diajukan pada DUPAK di periode penilaian saat ijazah pendidikan
tersebut diterbitkan.

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan:

1) fotokopi surat izin mengikuti pendidikan;

2) fotokopi surat laporan perkembangan mengikuti pendidikan;
3) fotokopi laporan telah selesai mengikuti pendidikan;

4) fotokopi transkrip nilai per periode belajar;

5) {fotokopi jjazah dan transkrip nilai keseluruhan; dan

6) fotokopi keterangan kronologis perkuliahan.

c. Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengajuan
perolehan ijazah pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat),
Magister (S2), atau Doktor (S3) juga harus melampirkan fotokopi
Sertifikat -Pelatihan Fungsional yang ditentukan untuk Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. 4

d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c terlebih dahulu
dilegalisasi oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-
masing.

e. DUPAK periode penilaian diajukannya pengakuan ijazah harus
mencantumkan besarnya nilai angka kredit yang diajukan pada butir
kegiatan yang sesuai.

f. Kolom jenis usulan penetapan angka kredit DUPAK periode penilaian
diajukannya pengakuan ijazah diisi dengan "DUPAK Pencantuman

Gelar".

Tata Cara Penilaian.
a. Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai memiliki tugas untuk:
1) Meneliti permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan.
2) Menentukan apakah ijjazah yang diajukan sebagaimana dimaksud
. pada poin 1) dapat diakui dan diberikan Angka Kredit sebagai unsur -
utama atau unsur penunjang.
3) Menghitung Angka Kredit yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada poin 2), de’ﬁgan ketentuan sebagai berikut:
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a) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memperoleh ijazah
pendidikan yang termasuk dalam unsur- utama memperoleh
jazah pendidikan S-1 (Sprata—sgtu) /D-4  (Diploma-Empat),
Magister (S-2), atau Doktor (S-3), sub unsur pendidikan sekolah
mendapatkan tambahan Angka Kredit sehingga jumlah total sub
unsur pendidikan sekolah sebagai berikut:

a. sebesar 100 (seratus) untuk S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-
Empat); .

b. sebesar 150 (seratus lima puluh)' untuk Pascasarjana/
Magister (S-2); dan

c. sebesar 200 (dua ratus) untuk Doktor (S-3).

b) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memperoleh ijazah
pendidikan yang termasuk dalam unsur penunjang memperoleh
jazah pendidikan S-1 (Stréta—Satu) /D-4 (Diploma-Empat),
Magister (S-2), atau Doktor (S-3), sub unsur perolehan gelar
kesarjanaan lainnya mendapat tambahan angka kredit sebagai
berikut:

a. sebesar 5 (lima) untuk S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-
Empat);

b. sebesar 10 (sepuluh) untuk Pascasarjana/ Magister (S-2); dan

c. sebesar 15 (lima belas) untuk Doktor (S-3).

4) Memberikan rekomendasi bagi Pranata Keuangan APBN yang
memperoleh ijazah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-4) yang
termasuk dalam unsur utama, agar dapat diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN  sesuai
jenjang/pangkat Pranata Keuangan yang bersangkutan.

- b. Dalam proses penilaian, Sekretariat Tim Penilai memiliki tugas untuk
melakukan penyesuaian Keputusan Penetapan Angka Kredit sebagai
berikut: »

1) menambahkan gelar sesuai dengan ijazah pendidikan yang
diperoleh;

2) mengubah pendidikan tertinggi sesuai dengan ijazah pendidikan

~ yang diperoleh;

N
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3] menambahkan Angka Kredit atas jjazah yang diusuikan oleh Analis
Pengelolaan Keuangan APBN sesuni dengan hasil penjlaian dard Tim
Penilai; dan f h _

4] mencantumian rekomendasi kenaikan jabatan dan/ateu pangkat

_ sesuai dengen rekomendasi yang diberilcan oleh Tim Penilad,

3.  Contoh Penghitungan Anghka Kredit.

a. Nama : Des Kulnih Nureahyo, S.ALk,
NIP : 198608152004121005
Pendidikan : S-1 (Strata Satij Akuntatns,
Panghat  : Penata Muda, 1lI/a TMT 1 April 2017
Jabatan  : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Pada bulan Oktober 2017 memperoleh fjazah 5-2 {Btrata Dua) jurusan
Manajermen. -
Jurllsan Manaje:nﬁcn termasul dalam k’n.mrhﬁkascl pendidikan yang dialkui
dan dapat diperhitungkan scbagal angla lkoredit, asehingga rinciannva
anpls koredit dar] pendidilran sebagad berikut:

Pendidikan sekolah 3-1 Akuntansi - : 100
Pendidikan sekolah 5-2 Manajemen : B0
Angka Kredit yang diperhitinglan 1150

Sehingga 3dr. Des Kukuh Nurcahyo, 8.AKk. MM, mendapat tambahan
angkea kredit sehesar 50 {seratus lima puluh) Angka Kredit.

Pendidikan sekolah 5-1 Akuntansi : 100
Pendidikan sekolah S-2 Manajermnen S0
Dikiat 16
Pengelolaan Keuangan APBN : 42,20
Jumlah 1 198,20

Sdr. Des Kukuh Nurcahye 5.Ak, M.M. mengumpulkan Angka Kredit
Kurnulatif sehesar 198,20 (seratus sembilan puluh delapan koma dua

puluh}.
b. Nama : Muji Johaones Manggalavuda, S5.A%k,
NIP P 198308152009061010
Pendidikan : B-1 (Birata Satu) Akuntansi
Pangkat : Penata Muda, [/a TMT 1 Aprit 2017
Jabatan : Analis Pengelolsan Keuangan APEN Abh Pertama

Pada bulan November 2017 mempercleli jjazah 5-2 (Strata Dua) jurisan

Sistemn Inforimasi.
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Jurusan Sistem Informasi tidak termasul dalam kualifikasi pendidikan

yeng dialoui namun tetap bisa dinilai angiea kreditnya sebagai unsur
o

peautjang, sehingpa rincian angka loedit dar pendidikan sebagai

berilaat:

Fendidikan sekolah 3-1 (utama) 1 100
Pendidikan sekolah 5-2 [penunjangj : 10
Anpglea Kredit yang diperhitungkan 1 110

Sehingga Sdr. Muji Johannes Mangpalayuda, 5.Ak. M Kom. mendapat
tambahan engka kredit unsur penunjang dari perolehan  gelar
kesarjanaan lainnya sebesar 10 Angka Kredit,

Pendidikan sekolah 81 Akuntansi . 100
Diklat L6
Pengelolaan Kenangan APBN £ 42,20
Penunjang (S-2 Komputer) 110
Juimlah : 158,20

Sdr. Mujl Johannes Manggalayuda, 5.Ak. M. Kom. mengumpultkan Angka
Kredit Kumwlatif sebesar 158,20 (seratus hima pulub delapan koma dua

puluhy.
c. Nama, : Sapto Nurhidayat, S.Ak.
NIP : 197808 1520060051001
Pendidilkan : 8-1 (Siraia Satu) Aloantansi
Pangleat : Penata Muda, 1I/a TMT 1 April 2017
Jabatan 1 Analis Pengelalaan Reuangan APBN Ahli Pertama
Pada bulan November 2017 memperoleh, ijaz.-ah- B5-1 [Btrata Saty) jurusan
Hulnam.

Jurusan Hukum termasuk dalam kualifikasi pendidilkan, namun yang
bersanglutan telah memperoleh jjazah pada jenjang pendidikan yang
sama sebelumnya yvaitu 3-1 (Strata Satu] jurusan Aluntansi, sshingga
hanya hisa difiilai anplka kreditnya sebagai unsur penunjang dengan
rincian angks kredit darl pendidikan acbagas berikut:

Pendidllten sekolah -1 Akuntansi (itama) 1 100
Pendidilean sekolah 8S-1 Huloam [penunjang) 15

Anglka Kredit yang diperhitungian, : 105

v
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LAMPIRAN 1f
PERATURAN MENTER! XEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
NOMGR 150 /PMK.05/2019

TENTANG '

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

't

FOREMAT DOKUUMEN

JABATAN FUNGEIONAL ARALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN

FENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

A. FOERMAT FORMULIR BAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap

NIP

Pangleat/Gol. Buaang

Tempat dan Tanggal
Latur )

Unit Kerja

L

Instansi

II. PENDIDIKAN

NO. JEMNJANG NAMA SERKCQLAH JURU%?RDG' TATIUN
8.
HI. EURSUSPELATIHAN
NG NAMA KIURSUS/S LAMANYA KURSUS/ TEMPAT KEURSUS/ TAHLUN
) PELATIHAN PELATIHAN PELATIHAN
1.
2, g
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IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

NG, | JENIS KENATHAN | PANGKAT/ THMT - NO. SK (SURAT
' PANGEAT GOL. KEPANCKATAN KEPUTUSAN]
V. RIWAYAT JABATAN STRURTURAL
' NO. 8K [SURAT TMT URAIAN TUGAS
NO. JABATAN KEPUTUSANY JABATAN JABATAN
VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL _ -
NO. 8K (SURAT | . TMT URAIAN TUGAS
NO. JABATAN KEPUTUSAN) | - JABATAN JABATAN
VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN
npy. | NAMA TANDA JASA | WO. SK [SURAT TMT INSTANSI TANG
- | /PENGHARGAAN | KEPUTUSAN] | PERGLEHAN MEMBERIKAN
1, ]
"

Demikian daftar hidup ind sgya buat dengan . sesungguhnya sebagaimana
bukt pendukung telampir, dan apabila diikkemudian hari terdapat keterangan
yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
instans: pembing Jabatan Fungalonal Anabis Pengelolasn Keuangan APBN.

(Tempat, tanpgal)
Mengetabini dan

menetaplarn: o
Jabatan Atasan™ Yang membuat

" Paling rendah pejabat administrator
.

1
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B, FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGK&T SEBAGAT ANALIS
PENGELCLAAN KEUANGAN APBN

-

KQP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

NIP PR 1
Instansi PP I )
Jabatarn SO o 5

dengan ini menyatakan sesungghnya, bahwa saya:

I. bersedia diangkat dalam Jabatan PMungsional Anailis Pengelolaan
Keuangan APEN;

2. tidalk rengkep jabatan dalam jabatan fungstonel lainnyva;

3. bersedia mengilut pendidikan dan pelatihan di bidang Penpgelolaan
Keuangan APBN; '

4. bersedia melaksanakan kegiatan di bldang Pengelolaan Eeuangan APBN
secara aktif; dan

5. telah dan masih melaksanakan tugaa di bidang Pengelolaan Keuangan
APBN.

Demilkian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sehagaimans mestinya. :

Mengetahini, STPRRCLE v (9

Atasan Langsung, ' Yang memhuat pernyats_an
.. 6} R 4
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Petunjuk Pengisian:

1)
2

o U1 bW

(
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)

7

Diisi dengan nama PNS yang membuat pernyataan,;

Diisi dengan NIP PNS yang membuat pegnyata;n; A

Diisi dengan instansi tempat kedudukan PNS yang membuat pernyataan;
Diisi dengan jabatan PNS yang membuat pernyataan;

Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan pernyataan;
Diisi dengan nama atasan langsung PNS yang membuat pertanyaan;

Diisi dengan nama PNS yang membuat pernyataan. .

Www.jdih.kemer%ieu.go.id ‘
DISTRIBUSI II .



1

C. FORMAT 3URAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DLJATIIHI
HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK BEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR,
TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
AURAT KETERANGAN

¥Yang bertandatengan di bawah ini,

Natma NN f |
Pangkat/Golongan H PPN 1% |
Jabatan VORI - ||

Dengan ini menyatakan bahwa: _
Nazmna L eereeereeseeneeneenarrereperessaesesssenses (6
NIP : 4f4frdrrfirafrarirarsarasa T anfaraanarE T En nn {ﬂ

Pangkat/Golongan TPV PUUPUTIOR .- ' -
Jabatan PP L= |

Unit Kerja ] SOV SURUDUUPORRURORORION £ V)

Yang bersangkutan:
1. TIdak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negaia,
Demiklan surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
zehagaimana mestinya.

ey eevereernenrees (11
e (12)

eerenenees {13
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Petunjuk Pengisian:

)

(10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan

Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;.

Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan

- fungsional,;

Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan
fungsional;

Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk diangkat
dalam jabatan fungsional; \

Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan

fungsional;

fungsional,;

(11) Diisi dengan - kota, tanggal, bulan,. dan tahun pembuatan surat

keterangan;

(12) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat

keterangan;

(13) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat
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D. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN {(INPASSING

"

I

KGP SURAT
Nﬂle' : [ PR TR R PR PN l]-] rann [2]1. miapsEEmLE {3]
Hal . Rekomendasi Inpassing
. .

Kepada Yth.
Pejabat Pembina Eepegawalan
......................... TOUPPRUTRROOR (- |

Berdasarkan surat usulan dari Saudera/] nomor .......... (3) ienggsal
cornenenes (0) hal ... (7), tnaka PNS sebagaimana terdapat dalam latpiran
Surat Rekomendasl ini dinyatalean telah Iulus seleksi dan dapat dilaluakan
penyesuaian {inpassing dalam Jabatan Fungstonat .......... i8).

Demikian surat rekomendasi int dibuat untuk dapat dipergunakan
sehagaimana mestinya.

Direlctur Jendersal Perbendaharaan,

o (@)

Tembiisan :

1. Kepala Eadan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawatan instansi yang bersangkutan;
3. Pejabat yémg berwenang menetapkan angka kredit;

L
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Latnpiran ducat Refosuemiasl Tt

DAFTAR PNS YANG DINYATARAN LULUS SELEKS] INPASSING

————

Panglkat/Gol | Jenjang | Anglka
Fuang .4 Jabatan Eredit

No Namsa' - NIP

11) (12) (13 [14) [15) (18)

Direlstur Jenderal Perbendaharaarn,

Www.jdih.kemenkeu%!o.id.
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Petunjuk Pengisian :

1 Diisi dengan nomor surat rekomendasi; .

2 Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;

3 Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
4 Diisi dengan kementerian Negara/Lembaga pengusul,

)
)
)
)
5)  Diisi dengan nomor Surat Usulan Inpassing ;
)
)
)
)

Diisi dengan tanggal Surat Usulan Inpassing;
7 Diisi dengan hal Surat Usulan Inpassing;
8 Diisi dengan nama jabatan fungsional;
9 Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat rekomendasi;

10) Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu.

11) Diisi dengan nomor urut; .

12) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan
fungsional;

(13) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan
fungsional, ‘

(14) Diisi dengan pangkat/Golongan Ruéng PNS yang diusulkan untuk
diangkat dalam jabatan fungsional;

(15) Diisi dengan jenjang jabatan jabatan fungsional,

(16) Diisi dengan angka kredit penyesuaian/inpassing jabatan fungsional

Analis Pengelolaan Keuangan APBN;

(17) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat rekomendasi.

&
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E. CONTOH SURAT DPERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN APBN ‘

“,

¢

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Panglkat/ Golongan PP == |
Unit Kerja NP [

Dengan inl menyatakan bahwa:
Narma PO | ]
NIP OO ' |
Pangkat/Golongan RN |- | ' .
Jabatan N N .| |

Unit KETjE. } -: adbdbathirdFdlrdadratararaarnandbitndraratarrs {1{}]

Telah memililad pengalamen delam pelaksanaan tuges di bldang Pengelolaan
Keuangan APBN aclama paling singkat 2 (dua) tahun.

Demikian surat keteranmgan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

e veerneerenreres {11]
RO § )

cerveremnnrneens (18]

www.jdih.kemenk%[J.go.id.
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Petunjuk Pengisian:

1)
2

W

(

(2)
(3)
(4)
()
6)
(7)

(8)

(9)

Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja,PNS;

Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;

Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan
fungsional;

Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan
fungsional,;

Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk diangkat
dalam jabatan fungsional,

Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan

fungsional;

(10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan

fungsional;

(11) Diisi dengan - kota, tanggal, bulan,. dan tahun pembuatan surat

pernyataan,

(12) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat

pernyataan,

(13) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat
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FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGEKA KREDIT
[BAPAR) ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APEN -
*,

BERITA ACARA FENILAIAN DAN PENETAPAN ANGEA KREDIT
PEJABAT FUNGSIGNAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
. PERIODE PENILAIAN BULAN ..., (I}

MOMOT | cevveeece e eeea e, 2

Pada hari ini, .c.corviernons (3) tanggal ..o (4], telah dilaksanakan
Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian
Bulan ............. (B}, bertempat di.......cc.covvreeinnnn. (0]

Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Inatansi*} telah memeriksa .......... PR el
Daftar Usulan Penetapan Anglka Kredit {DU’PAK] Analia Pengelolaan Keuangan
APBN:

B et , dst

Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi *]l menetapkan Analis Pengelclaan
Keuangan APBN. yang depat diusnilksn untuk  kenaikan dalam
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

Lot e {9

R o |- |

Sedangkan Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang belum dapat diusulkan
untuk kenaikan dailam pangkat/jabatan setingkat iebih tinggi adalah:
Lo, (10 '

2 T .., dst

Demikian Berita Acara ind dibuat untuak diketahul dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. :

{kota), flenggal/ bulon/ takan)
1. Ketua Tim/Anggota (oo, TAMA 100} f.. tanda tangarn ..}
2. Sekretaris fAnggota {.... nama ...} (.. tanda tangan ..}
3. Anigpota i, {...nama...} {.. tanda tangan ..}
1 2. {..nama..)} (.. tanda tangan ..}
” 3. {..nama..) (. tanda tangan ..

ket: *) pilih satu vang sesual

q
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 /PMK.05/2019 ™

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS
DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

A. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN \
1. KEGIATAN UNSUR UTAMA
a. Kegiatan Sub Unsur Pendidikan
1) Pendidikan Sekolah
Pendidikan sekolah merupakan pendidikan formal baik di
dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang
terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
a) Pendidikan sekolah dapat diperhitungkan sebagai
Angka Kredit apabila disertai dengan bukti fisik sebagai
berikut:
(1) Fotocopy surat izin belajar/tugas belajar dari
instansi bersangkutan; dan
(2) Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
b) Pedoman penghitungan Angka Kredit atas pendidikan
-§ekolah
(1) Gelar sesuai ijazah yang diperoleh dari pendidikan
sekolah diberikan Angka Kredit sebesar:
(&) 100 (seratus) untuk Sarjana (S-1)/Diploma IV .
(D-4);
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(b) 150 (seratus lima puluh) untuk Magister (S-2);
atau .

(c) 200 (dua ratus) unttuk Doktor (S-3),

kepada PNS yalng diangkat untuk pertama kali

sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka
1) juga diberikan kepada PNS yang telah menjadi
Analis Pengelolaan Keuangan APBN tetapi
gelar/ijazahnya belum ;fﬁendapatkan Angka
Kredit.

(3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang
memperoleh gelar/ijazah dalam strata yang sama,
terhadap gelar/ijazah lainnya diberikan Angka
Kredit yang diperoleh dari wunsur kegiatan
penunjang dengan ketentuan:

(@) jenjang Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-4) -
sebesar S (lima);

(b) jenjang Magister (S-2) sebesar 10 (sepuluh);
dan

(c) jenjang Doktor (S-3) sebesar 15 (lima belas).

(4) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang
mempefoleh gelar jenjang pendidikan lebih tinggi
setelah yang bersangkutan diangkat sebagai
Analis Pengelolaan Keuangan APBN, diberikan
Angka Kredit sebesar selisih antara Angka Kredit
gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut dengan
Angka Kredit yang pernah diberikan sesuai jenjang

ijazah sebelumnya.

2) Pelatihan
a) Jenis pelatihan
(1) Pelatihan fungsional /teknis di bidang
perbendaharaan dalam pengelolaan APBN terdiri

dari:
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(a) pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang
bersifat wajib dengan tujuan untuk
memenuhi kompetensi jenjang jabatan;
dan/atau { A

(b) pendidikan dan pelatihan teknis yang
bertujuan untuk melengkapi dan
memperkaya kompetensi Analis Pengelolaan
Keuangan APBN.

(2) Pendidikan dan pelatihan ﬁféjabatan tingkat II1.

Pendidikan dan pelatihan dapat diperhitungkan

sebagai Angka Kredit apabila disertai dengan bukti fisik

sebagai berikut:

(1) Surat penugasan mengikuti pendidikan dan
pelatihan atau surat pernyataan dari atasan
langsung/bagian ' kepegawaian yang
ditandatangani paling kurang Pej abat
Administrator; dan

(2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan,
sertifikat, atau surat keterangan yang dikeluarkan
penyelenggara diklat. _

Pedoman penghitungan Angka Kredit atas pendidikan

dan pelatihah

- (1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di

bidang perbendaharaan dalam pengelolaan APBN
Angka Kredit diberikan. berdasar jumlah jam
pelatihan (1 jamlat = 45 menit) dengan ketentuan
sebagai berikut:

(@) Lebih dari 960 jamlat memperoleh Angka

Kredit sebesar 15 (lima belas).

(b) 641 — 960 jamlat memperoleh Angka Kredit

sebesar 9 (sembilan).
(c) 461 - 640 jamlat memperoleh Angka Kredit
sebesar 6 (enam).
(d) 161 - 460 jamlat memperoleh Angka Kredit
sebesar 3 (tiga).
{e) 81 — 160 jamlat memperoleh Angka Kredit

sebesar 2 (dua).
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() 31 - 80 jamlat memperoleh Angka Kredit
sebesar 1 (satu).

(2) Kurang dari atal sama dengan 30 jamlat
memperoleh Angka Kredit sebesar 0,5 (lima
persepuluh).

(2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III

Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III

diberikan Angka Kredit sebesar 2 (dua).

b. Kegiatan Sub Unsur Pengelolaan Keuangan APBN
1) Jenis Kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN
Kegiatan pengelolaan keuangan APBN dikelompokkan ke
dalam 3 (tiga) bidang kegiatan sebégai berikut:
a) perikatan dan penyelesaian tagihan;
b) pelaksanaan perintah pembayaran; dan
c) analisis laporan keuangan instansi.
2) Pedoman Penghitungan Angka Kredit atas Kegiatan
Pengelolaan Keuangan APBN
a) 100% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh
jenjang yang seharusnya;
b) 100% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh
jenjang yang lebih tinggi;
c) 80% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh
jenjang yang lebih rendah; dan
d) Diberikan kepada masing-masing individu Analis
Pengelolaan Keuangan APBN apabila butir kegiatan
yang sama dilakukan secara berkelompok dengan
jumlah anggota maksimal 3 (tiga).orang untuk jenjang
yarig sama.
3) Kegidtan Sub Unsur Pengelolaan Keuangan APBN mengacu

pada rincian dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Sub Unsur Pengelolaan Keuangan APBN

1. Melalssnelen tugas sshagai Pejphat Bembuat Eotriltmen

He Kegistan Deskripsi Cutpat. P ade Madya
1. | Meoyueun rencans Proges penyusunan reicana pelalesanamn Dakumen Reteatia 0,01 &,0:2 0,03 1. Dolnunen sssvsd dengat
pelalesemann kegiatan dengan melalni tahopen antara lain: | Pelakeansan outpit, rmelputi :
kegiatan dan A Menetaeh jenis kegiatan dan tahapean Kegiatan dan a.  Dolngmen Perencanaan
TRMCENE PEMATIREN pelakaanaaty kegiotan sesiral igas dan Renwcana Penarilan Kegintan dan Rencana
fangai yang melekat poda saten kerfa; Dana Pencaftauns Dane yatg
’ b\ Memymuenn jadwal walty pelakeanasn mencalup lomponen
kegiatan termaxuk rencana penarioan beriknt -
danarva detgan memperbat{kat uritan 1]  Joudwead wakin
prladcsanasn kegintan; pelakcanaan kegiatan
&. Memmusun ketender kegiatan harian yang termaasuk rencang
dirinci menvrut ogeal pelalyanaan peneriben denanya;
kegiatah, neama Regiatan, jerlal dena yeng 2} perhitungats
dibirtuhken, dan jenis belanja bardasackan kalrzthan TP TR
Retcana Pelalasnaan Kegiatan tehunan; schagai dassr
d. Melaknkaty petiyesvaisn balender kapdaten pembluntan PP-
hacian dengan petpajitan Surat Fetintah LPSTUIP; danfotany
Meniheyar [SPMY; J} rewigi PO DOFA
&, Menyusuty perhitungan kefmtuhan UP/TUR, kepads KFPA (jil=a
dan terdapat rev i),
f. Menvuszun dan menetapkat rencana Trokumen penarnjukkan
pelaksanean kegistan saiuan kedgja. permyedia barang fjass;
Promes pemmsunan FROcAns penariisn dana Dmkurmets kan
(RED) tndénen, harian, den pemutakchiman Feaniian dengat
RFD. peroyedis barangfjasa;
a Memmueun RPD Buknan detiygan talwapan; Trokumen pekerjaan
1} Mengidentiflilasi kegiatan-krriatan yang pepgadasn baratty Taza
akan lakswmanalon scauai detigan joota secara swakelola:
kegiztannya hele konttaktaal manman tit Dolumen pemyampeaien
kontrabdnal: et Botitradk kepencds
2} Menyusun rencena pelebsanaan kematan Kuaga BUN di dastah
geilama 1 (saty) tahuh enesatad meliput :
berdazarkan kategoricasi kontrakmzl dan 1) ADE Kentralk;
tenbontralcraal; 2] Doloamen
3} Meanpalolaeilat dane segual reticans ) Fengawagan Rontrak;
-Q pelaksenaan kegistan per bulan yeng 2] Remuns Polakeansan
dirinei menurut prograc, egiatan, cuiput Kontrak; a

G
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L

komponen, subkompoten dan jenis belatja
detigan memperhatilcan keteracdiaan pag;

) Wlenuangkan rencaha pelakaonsan
kegiatan dan alokesi dana ke dalan RFD
Bulanan;

S Membandmelmn BPL Fulanan dengan
target Penatilonh Dena Anplat satuan
Lerja; dan

6} Maryrampaikan RPD Bulanan kepads KPA
unkuk ditetaplan,

k. Menyuaun RPD Bedan dengan tahapan:

1] Menyusun kalender kegiotan hatlan pet

. ihwulan dengan menjgbarian Rencans,

= Pelgksanaan Kegiatan dsn RPD Bolanan
tingkat Satuan Estfa yang diclthc metunat
tanggai pelaksanaan Keglatan, mams
kegiatan, jumlsh dane yang dibutibkan,
dat jends belanda;

2] Metvesuaikan kalspider kegintaty harlat

gan pengamuan SFh;

JlMeouangkan kalender mgisten harian
yatg telalh dimssuaikan dengen pengajuan
8P ke dalam RFD Heran;

4} Menetapican: RPT Hariar!

) Melaporkan penyiaminen RFD Harian
kepada KPA paling lambet 1 [(asta) bari
kerie, sebelum batna aichir penyampaian
RPD Harian disammpaiksn kepada KPPN;
dan

4] Menyampaikan RPD Harfan untuk jenis

. HPM yang nitainye masak delam ldasifilcasi
tranmalsi besar lorpada KPPN.

o, Mensasun Pernuakhitan RFD Bulenaty
dengan tahapar,

1) Menyusun daftar kernajuan rencana
pelakeanaan kegiotat;

21 Melakukan pemutakhitan RFD Bulenan
pads akhir bulan berkenaan bevdasarkan
daftar kemajuan rencanz pelaksananm

kepintan;

JMembandingkan realise s anggaran dergat
RFD Bulahan tingket Sataan Katja:

4} Mernesunilan rencans pelalcesnesn

kemintan [waltu) dan slokasi anggaran

4] Dekumen realizagi
ANEEaEraN;

Rencana Angparan/Biaya

sebagai ecuan delatn

pelakzatiaan kegiatan;

Dokumen bals tagih

leepada negars yang telah

dinji, depat berupa :

1} Sural Kepubisan;

2] Surat Tagas/Eurat
FPerjalanan [Mnas;

3} Kuvitansi

4} Bukti Petabayara; -
dan/atant

5) Dwolmmen lainmya
veog depat
menimbulkan
pen@ahiaran negers;

Burat Permintamn

Prembayacaty, meliputi;

1} SPP-L&:

4] gPe-UP.

3 8pp-TOR;

4 BFP-QUP;

5] SFPPTURdan/atsu

&) BFP-GUP Mihil;

Laporan kulanan terkait

pelaksenaan fuges dan

wewenang kepada KPA,
meliputs:

1} Leporen.
perjanjizn { kontrale
barang/jass Fang
telal ditenclatangant

2} Leporan tagihan yang
belum dan telal
dirampaiken
penyedia
Larengfiasa;

3) Laporan tagihat rang
betum don telah
diterbitkan SPProye;

tlan
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imipiah) erhadep kematan saty diteods,
lnnglatan,j'ang dipercepat pelaksatisantya,
revizsi anggaran, danfaten baell analisis
terhadar palaksanean kegletan den
penarikat: datim;

5] Menghitang selisih RPD Bulanan tingkat
Satuan Kerjz dengan EFD Bulanan tingkzat
Satuat Kera bulan berdkuthya apehbila
terjadi perbalaat attara recana dengatn
realisgsgi;

6] Meouzangkan nesil pemutakhiran ke dalam
pemutalkhiren BPT Butanan;

' ?i Metaun penfelazan atas terfadinya
perubzabheny penautakhivaty;

B} Menyampaikan pemutalthicen RPD
Bulenen tinglkat Satuan Ketje kepads KPA,

d. Menyusun Pemutekhbitan EPD Harian
deppan tahaparn:

1) Membandionghat eneans Regmtar denpan
realisasi yang terjadl;

A Melaiulkan pamutakhiren terkadzp RPD
Harlen apebila terdapat petubahan pada
nilad SPM dan waktu pesyanpaiaty SFPM;

+Malakukan pemutakhitan techadap RPD
Marian berdeearkan klagifkasi transaksi;

4} Melaporkan permatakbiren RPD Harlan
tingkat 3atuan Kerje kepada KPA; dan

] Menyampailen psmotakhimn RFD Haran
Oipliat Satuen Kege ke KFPN.

a4 La.para.n janghks,
waltti penyelenaian

tagthan;

].  Doluen Berita Acera
Seran Terima Pekorjaan;

. Dolmmen prngawasEn
arulp perllzabat dan
penrelesaian tagihan;

2. Dofmren lainmya, melipntd :

8. BukH
pehllgasas/ diaposis/rou
ting sllpfrencana kerg
gtgn dolmimen yang -
dinetarsken dengan
dokumes: peniupasan

b, Lemabar karja yang gudah
dizahlmn olth pimpinan
atan pejabat lam yang
ditunjak

DMITRIBUSI I
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2. | Menerbitkan Surat FProses penerbitan Surat Peonunjukan Penyedia | Surst Péounjukan g,01 002 4,03

Pepunukan EBarattg/Jass dengan medslui tabspan ankats, Perryedia
Peoyedia lain: Earang/.fass
Parang/Jasa &. Menentuian penyedia barang, jesa secara

t=pat sesunad dengen jenis pengadean

baratig//jese. baik melalud lelatg mauputy

jangsung; dan,

h.Membuat, metandatangani, dan
menerbitan suret penunjuloan penyadia
barang/ jage.
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Penyedia

A, | Membuaz,
menandatangani dzn
meladsanakan
perjaniion dengan

Barang/.fasa

Prosee penyaounen petjenjian/lonttak dengan
i'.ren_i.redm haraﬂgﬂaaa melalui tahapean antars
2ifl.

a Mengldenffilcas inifmeten polook Eatitralk
penpadesn baremg/jasn;

b Menennikan jenis Boutrak pehgadaan
barang/jsea socara tzpat dengan
mampettimbengkan jenis, welime,
komplakitas pelerjaan dan ketareedipan
petyedia Barang fjona;

¢ Memyhuat rabcangan bentrak pengadasn
berang/jasa dibhsat =ecara cermat, setnai
. dengan Eetenfuan penyusunan kontrals

-pengadam Earang/jaea; dan

d. Melskaanakay perjanjianonhtrals d:ng;a.u

penyedie barang fjasa.

E

FProaes penyusunan hkarga perldrasn sendird

denpan melahei tehapan antamm lain:

a, Meaebaplah tiyjuan don ptiotiltas analigis
pazar gechra jelas;

b. Meiyusmn tahapan kegiatan analisia pazar

¢, Menganoheis kondiss pasat gecats cermat;

d. Meryienn alterbatif hargs dan proaduk yang
cnementibl gpeaifitaal tedmis serem carmat;

e, Mengidentfikas bargs. satean ascaty sernet
dengat rmemperhotkan alternaiil harga dan
produk yeng sctars; dan

f. Menyusin dan menstapkan harea perlzoann
geacata lengloae don ohiral,

[

i

Dokuneen Ferjanjian

Q.01

0,02

0,05

4. | Malalkapnekah
Hegiatan swakelola

Prowes penyusunan peket pelmrjean

petigadaat baratig fjane secata Bwalelota

dengan melahil tahapen antara lain:

a8 Mengidentifiiras: sumber days pelaksanse
pebsadann baratiz/fean secarm swakebols;

b Marnpersiapker, dokumen pmgad.aan.
barang/jasa gocara

¢. Mengidendifilkeasi pabof p-:]nﬂaam peopedasn
bateng/josa secarn owakelals beserta
dokumen petdukungnys sgecara cetmat dan
loomprehengd;

Felkel peiterjaaty
pengadast
barang/iass Artare
swabelola

01

2.0

0,03

DISTRIBUS] II
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l

d Melakukaty mobdlismsl samber daye
pengadaan barang/jasa secara swakebola
aacara carmat dan tepat esqnai dengen
kebutuhan dan jadwal pelaksansan
preketlaaty;

e Melalsenakan pengadesn bareng/jasa
gecera swalkelols gocars efelkhf, =figien dan
t=pat wektu, sesusd dengen rencana yacg
telah ditetapkat:, bermasilk petnbayaranhya;
dan

1. Mendolumentsaioan peladsanasn peloegaat
petigadanr; bareng/jase sccara awekeholn

i mecara cermat don lengkap pesusi ketenfuan,

3. | Membatitahuboan

DISTRIBUSIII

aMencetalr dan roembenbilc ADK Kontralo Rancangan Konbtak a,01 0,02 0,03
kzpada Kuase melalui Aplikas] SASSAICTI; dan
Bendahara Thmiam b. Memyampaikan data perjanjian /entrak
Negatm atas beecria Argip Date Komputernya e KPFH
PETFEYI]1aT YaTtg aevhata langsuang atear melalud e-medl peliog
diletmiannwa famabat 5 {lirne} hari kerja setzizh
ditendatanganinya parjanjiankontrak vuhik
dicatetken ke dalam KEartu Peogawasan
Eentralr KFPN,
G, | Merngendalikan Proges pengendalisn pelalsansan perlkatan Renicana 0,01 4,02 0,03
pealalmanean dengan melahl tabapan antarz ki, Anggaven fBlagea
perikeatan 8-Malabkuican menitoring pelalreansan .
rekerjean sccara berkesinembungan sesuai
dengan rencana pengeidalian pelaksanaaty
pelcTjRal;
b Mengidemtifike =i penyimpangan pelalksansan Fi
rekerjaen secarn menyeharuh;
¢ Memparhalki periyimpangan atan petubaben
pelelksanaan pekerjaan aecara cermat; dan
. Menyusutt Laperan Pengendalian .
Pelakeangan Periltatan,
7. | Mengujidan Preses penerhitan Surat Parintah Eryar [SFBy] | Dokurmen Hak Tagh 0,01 O, 0 3,03
menarulatangant dengan melalui tehapen antaura lain: kepada Negara
suret bukti mengenai | a, Meogumpulkan bulkti-ngldd dalam mogks
hok toplh kepeeds penethitan SPBy,;
negara b biénandatangani dan menerhitlean SPRy;
¢ Meoyampailzan 3PEy kepada Bendehara
Peogeluaran.
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Frozes pengufian dan pensndatenganan surat

bukt mengenzi bak tagih kepada negara

dengaty melalud abispat aatara Falt;

&, Meneritma tegihan dani pihak ketiga;

b.Melalmlan pengujian terhadap kelengles pan
dolumen tagihen;

c. Melakukan pengujian kebenoran data pihak
rang berbiak menerinm pembayaret::

d_Melalulan pengufian kegesaian spesifilcasi
tzkmie dan vohime harangjzse;

¢, Melakinkan pengiyjiat kebenarss, keabsahan
serta aklbet yang timbul dacl pengguat sats

« gurat bulti mengenai hak tagih kepada

'hegara; .

f Melakiukan pengujtan kesbepatan jatgka
walrlu penyelesaian pekeraan;

g- Mcoyumen checfdist pengujian halke tegih
kxpada negera; dan

h.etsndatangant bukt hak taghh kepada
L EATA.

Membuat dan Proges penetbitat Sorat Perfuntasn Surat Permintaan 0,01 0,02 0,03
metandata ngani Fembayaran (SFF] dengan nelalni mhapan Pembayaran
Burat Perminten antara lain:
Pembayaran atal a, bietpumpullan selurah dokumen fuakt
dokurmen laln yang yang dibutuhkan dalam ratigks penerbitan .
diperasmakan SFF;
dengan Surat b.Membuat SPP mengpunaken aplikasi;
Petmiltitaty ¢ Menerblthan den menandatanganl 3FF: dan
Pembavara d, Meoyampalcan SPF kepada PPSPM. ¥
Melaporken Prosea pelapotan pelalsanaat fpenyelesalan Laporat a,0] 0,02 0,03
pelalmaanaan/pengyele | Kegiatan kepade Kuzga Pengguna Anggarais pelakeansan
saian Kegiatan meliputi- 3
kzpada Euasa e Laporah ates pelakeanaen keegiaton babk Eeglatan
Pengsuna ANSRRDAR kontrakiie]l maupun non koomraksd,
b.Laporan atee penyslessian kegiatan baik
kontrakhrel maupun non kenteaktusal; dan
c. Eaporan atas penyelessdan teghon kepsda
tiEgaLE,
DISTEIBUIAL O
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c. mnenaetikan ketepatan jangks wakta
penyelenzizn tdgihan wpads negam; dan

d. menetapkan besaran vane muks yoog akan
dibmyracksn bepouda pennedis barang oo

10. | Menyerahlan hasil Proser penyerahan hasll pekerjaan Berita Acara Serah 0,1 .02 0,02
pekeTiaan palaksanzan Kegintan kepade Koess Peogguna | Teriroa Pakerjaan
pelakagriasn Angraran dengan Berita Acara Peoyershan
Keplatan Eepada :

EKuasa Fenggune,
Anggaran dengan
Berite Acara
Penyeraban

11. | Menyimpan dan Prozes panetsnashasn sslirmh doloumen Daftar Areip 0401 0,02 0,03
enjaga kertubhan prlalzensan Keglodan antara lain:
gelurah doloaren . Menyusuiy, menylinpan, dan
pelakeansan mengtausahakan doknmen/bukii-bulkt
Ergintan \ pl:ljanjmnfkunl:m]: prngrdaan barangjzsa;

beMenyusun, mergimpan, dan
menataveshakan dﬂk‘l.unen,.fhuktiubukl:i
perjanjiankontrak pangadsan bayang/jasa
swakesloda;

¢ Menyusun, menyimpat, dat
menataasahakan dolorzen RPD dan
Remcena Pelalgsnasn Kegiatan;

d. Menyusun, menyimvpan, dan
mienateau s halan dokurren 3PE; dat

& Menyrogiu, menyimpan, dan
menatayeaheken dokuman /bukti-bukt
penigtjiat tagihar,

12, | Melaksgnalkan tuess | Melaksgnalan bigas dan wewenang lainnya Dokismen o401 £,02 005
dan wewenang vang berkaitan dengen Hndalcat yang Pembayvaren '
ladixtiya yang mengakibatkan petpeaten anggoran Delang
bericaitan dengan {legara melipati:
tindgken yang g memastian tglah borpenuhioys kewaiiban
rmengakibatkan pmnhn:;,-ﬂran kepada nepata olel pihak veng
pengeuaran ras panyail rak tagib kepada negara;
enggarer. Belanis, b mengafulan permintasn pemboyaran atas
tegam tagihan erdassarkan prestasl kegiaton;
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2, Melalukan anslisisfup-date anatisis kualites rencane pelakssnean kepatan bdan rencena penceadrsn dane

A . | Angls Kredit Bulkti Fisik _
No Hegiatan . Deakripei ) Cruitpat Permeme | Muds Medya
1. | Menyumun Proses pengolahan dats dan peroeriksasn Anslisis reocena .01 . B Kertas kerja yang telah
analigie Mupdate pecars merdalem kualites rendata pelaksanant disahkan oleh pimpican atayg
analisis kmalitas pelakaanaan kegiatan den rencansd pencaitat kegintan dan peejakiet Ein yEng dimnjolsg
tencana pelalmenaan | dana refleans panwcaitan b.Daftar dolumen stmber pada
kegiatan daty reneana dana kegatan perileatan dan
pencairan dats petivelesaian tagihan yeng
digunakan uniuk anatisis;
2. | Mengevaluasi Broses evaluas] tethadap heell analisls kuatfes | Laporan svoloax 002 . Buldd
analigia/update rencans pelaksanagat kegiaten dan rencana anekiaia fxoalitag prenugasad dlapoeiad f roatng
anallsis kuekras pencairan dans TETICAOA, glip/mencans ferje atan -
retcing, pelalna e, - pelataanann dofrumen yengz disctarslaah
Joegiatan dan regcana ] keglatan dan dengaty dokumen Perivgasa;
peocairan dana TENCATIA PENCAICAn daty/aten
dana d. Lembar kerja yang sudeh
dianhkan oleh plmpitan atan
pepabal lait yang ditunik
3. | Meoyusun Proses merpyusman rekcmendasi berdasarkan Rekrmendasm 0,01
rekomende s rencana | hasll analisls dan evalues: terhada lualme pelabeanaat
pelakssnaan kegiatan | rencana pelaksansat begiatan dan rencana eginten dan
day reocans penceiran dans TENCENe pEOcairan
peocairan dana dana
#. Melebukah anglisis fupdate kelvrtnban penyedie barangfjpaa _
Mo Kegiatan Peskripsi Qutpat TS T RS B Bl
1. | Menyusun Proses pengolahen data dan permerlitanaty Analizis kebutuhan [ER | £.Kertan krerja yang trleht
analisia fvpdate gecATE mendalam kebutuhan penyedin petiredia digahkan elsh pimpinen atau
kebutvhan peniyedia | barang/jasa barang,/jans ) pejabat Jait verg ditiunjuk;
Fraradp S jass b.Daftar doloumen apmber pads
2. | Mengewahiani Proses evalunsi terhadap hesil analisia Laporan vabiam .02 kegiatan perilcatan dan ¢
atatins fopdare leebumhaty penyedin batange /jasa kebutulan penyedie. penyelepalen tagihan yang
kebimihan penyedia haranhg/jase digttiakan utituk ataligis;
barang/jasa c, Buli
poentupasan fdisposi=t f rowdng
slipfrencata kerja atau

dolkumean yang disstaralkan,
dengan dolomnen panugaean;

! _ dan /abw
&
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d. Lembar ketja vaong sudah

4. | Menyuaun Proazs menyusun rekomendaai berdasarkan Eekomendazi 0,01
rekometidasi Basl]l anadisls dan eratias terhadap kebutihan | lebutuhan penyesdia disahlian sleh pimpinan atau
analieig/update penyedia berang/jasa baraty/jasa pejabat lain rang dimnjuk
kehubihen pemyedia
betatng faen

4. Melakplken analisls kKasifileasi fupdete kigsifibxsei kegiatan awslelols denfstan nos awakelods

Ne Kegiztan Mepkzipel Cutput ~—--—-—----E--W An :;udgiﬁmt Wariya Bukii

I. bensyusun analisls Proszs petigolaban deta dan pemeriksaan Analisiy kKlasifitoei g3.01 e Kerbas kerja vang elah
klnarﬁkam.l"upda.te gecard trehdalam keglotan swakelols dan fatan | kepiatan awakelols dlsahkan oleh pimpinan atan
Il mififtnni kegiatan oo swekelala dan/atan nen pejabat lain yang ditvnjualg
awalkelola dan fetan swalk=lola b Daftar dokumen surmnbet pada
non ewakelola - kegiatan perikatan dapg

2. | Mcopevalussi analizis | Proace cvaliasi terhadap hasil analisiz Laparan evaluasi 0,02 penyekagisn tagihan yang
Elezilikeal fupdate keplaton awabclels dan fatall nom swakelola kesintan swakclala digunaken untule analisis;
Klasifikasi kegiatan dan,/atan taon <. Bukti
swakelola dan f=aran swakelois petugpasan/dizapogislfroutiug
tin Imrakichols alip/rencene kerja atan

3. | Mermyueun Froges memyusurn rekornendasi berdrsarkan Rekomendesi 0,01 dolumen yang discteralcat
teltometdas] ataligia | hasil analisis dan embuasi kegiatan swalkelols, kegiatan ewakelnla dengac dukumen petiugasaty,
Kagiflkagi/update claty fakan rion, awakelods dan/atau tiorn danfata
Elasifikazi kegiatan swakelols d. Lembar ketja yang sudah
swekclols dan fetas disahken olch plmpioan atan
non swadkelola pejakat lain yang ditunul

5. Melakukan enalisis langkoh larpkeh rencans fapdate pengendabian pedkatan o

MG Keghatan . Daskipai Cutput Pertama Muda Madya S Fel

l. | Menyusun analigis Preaes pengolanian data dan pemeriisgaan Analials langleh- .01 8.Kertas kerja yang telah
langkah langlkah sacara mendalam langiah langkah lamgiah rercana disahlan olesh pimpinan atan
rencena updats pengendalizn perikatan pengendalian poijebat lad yang $itanjul;
petrgendatian : prerikataty b. Daftar dolamen sprober pads
perileatan leegiaten perlatan dan

* | Mengevahiasi anallzds | Proses evahuas] terhadap hasll anallsls langkah | Lagoten evalzsal 0,02 peoyelesaian tagihat yany
langlkah Yangiah langkah pengendalian peritcatan pengendalian digrunakan untuk analisis;
rencana/updais . peerilcatan
pehgendulian
perikatan
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A Meprusun Proses menvusun rekomendasm berdasatinn Eeltamendani n,01 c.BulkH
rekomendagi langleah | hasit analisis dan evalvasi langkah laaghah pengendalian penuga sat dizposisi routing
Lot glests pengendalian perikatan, perilkatan elip/rencana kecja atan
reticatia fupdode dolmmen yang disctarakan
perngendalian dengan dolumeat pengagan;
perikatan dan/ataun

; : d. Lembar kerje. vang sudeh
digebhlEn oleh pimpdhaty aten
prinbet lain yang ditznfuk

6. Melakuikan analisis efisienal pamnbegsatan elanim _ :
Mo Kesintan ' Dazlripai Cutput Feri mﬁ"ﬁﬁl{;ﬂmn Y Buleti Fisik
1. | Menyusun anelicis Proses pengolaban data dan pemeriksaan. Apalisis sfisiengi 0,01 . Kertas kexja yang telah
¢ | efdicnad sacara mendatam cfisiensi pembayaran digahken clch pimpmen afit
pembayratat fbelatja | perbeagraraty fbelania peiabat lnin yang ditunjuk:
b Daltar dolnimety sumber pada

Z | Mengemivasi anallsia | Prosts cvehiasi terhedsp hasil anelisiz efiziensi | Laporsn cvaluasi 0,02 kepintat perfkatan den
efsiengi pembagraran S belarja anallsts eflelensi petiyclezaian tagihan yang
pembayaranfbelanjs pembayaran digunakan unhilk anelisis;

3. | Menyusun Proges menyusun rekomendas] berdasavkan | Rekomendosi 3,01 | c.Bukt L .
rekomendasi analisis | hasi analisis den evaluasi efisiensi efisiensi pambayaran petiugasan, dispeaisifrouting
elislens pembegaranfhalenja glip/Tencana kerja Atan
pernbeyaran /belanja | dekuimen yang dinetarakan

ceéngan dolumen penUEasan;
danfetan
d. Lembar kera yaog sudah
dizahlan Heh pimpinasd atey
pejabat lain yang ditugjule
¥, Melaimikan analisis efektifitas pembeyaranbelanja N .

Ne Reglaten Deskripsi Output __fugwbimln Bulcti Fiaik

. ] Menyaman analsis Proses pengolahan dats dan prmerikssan Analinis efelstifita s 0,01 a,Kentas kerja yang telah
efekidites mecera mendalam efeltifltas pembagraran dizahkat oleh plinpinan atag
pembayaren/belania | pembavaren/belanja _ pejabat lain yeng ditunjok;

2. Meppevabuas: analisis | Prosss evalues tethadap baml snalivos Laporan evelitasi 0,02 b Deltar d.uk:mwn gumber pade
efektiftaa <lektifitas pernbayaran /belanjn analisis ellrifitng kegintan porikatah den
pombayaran fhedenta pembayuran peoyeleaadan tagihan yang

digunakan wniuk snaligis;
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8 1 Meoyusun Proges menyuaun rekomendasi berde sackan Rrkomendasi 0,01 e Bukt
telotrrendesi analisin | hasil analisie dan evahreai efektiftas analinin afslHfifas petigasan | dispogisi) routing
efeltifitas pombaysrar fhelanig pembayaran wHip/TEncans berja aiam
pombaFaranf belenja dolvmnen yang disetarokan

dengan dokumen petugasan;
dett fetan
d. Lemirar kearja yang sudah
dizghican oleh pimpdtsaty ataw
pregabal laln yang dituniak
&, Melakuloah enaliaig transparansi pembayaran fbelanja
i ) o Angka Eredit Buldl Fisik
Mo Kegiatan . Diealripsi Cratput Pertame || Muda Madya
1. | Menyusun analisis Prozss pengolahan date dat pemerlozaan Anabisia transaparesl | 001 2. Kertas kevjn yang telah
-+ | LrATLEPRELA L secara mendalam transparsnai petbayaran dizs hkan cle=h pimpinen atan
pembsyaran/bolanja | perbaysoan fbelanja pejabat lnin yang ditwngak;

A | Metgeseduss atindinia | Proses svaluagi terhadap hegsil analisis Laporaty evahaasi 0,02 B Dafsar dofmen surber pads
Lraneparansi trati¥paranss pambayaran fbeisnje traneparasi kegiatan periketan den
pembayaranfbelanjs | pembayaran =) i i Yang

a. Menyusun Pioges rnenyusun rebomendasi berdasarian Ralgomendas] 0,61 digupakan untuk anakaza:
rckomendasi analisis | hasll analists dan evahuasi transpatansi analieis iransparasi ¢, Bulzti
tratsparansi pembayaran fbelanja pethbeyaan penugesan/ disposisi/routing
perbayatat helanja alip/rencana kecj atau

doloutiten yang dimcteyalkan
dengan dolfamen peOugaRsSsT.;
dan fetau
d. Lembear kerja yang stided:
dizshkan leh pimpinad arap
pejghet lain yang ditunjirk
9. Melakiekan analisin kbetecbilssn prmbeyaran fhelania .

) ] Angie Rredit Bulh Fisik

Mo Kegiatan Peskripei Output Pertama | Mude Madys

1. | Menyusun analisia Proaess pengolehan data dan pemeriksesn Analizig 0,01 a. Kertas s vang telah
keterbnlcasn secara mendalam keterbnloan kctertrubesn dlwahlkan oleh pimpinan atan
pembayaran belanjs. | pembayaran/belanja AL pejabkat lain yang dimnplks

3. | Mengaraluasi anafisls | Proses evaluesi terhadap basl anafisis Laporan evaluas] Otz b, Dafter dolmmen aumber pada
keterbiticasn keterbukaan pembayaran, belanja ana binis keterbu kkaan kepintats perikatan dan
pembajaten fbelenia pembayaran penyelesaian agihan yang
. diganalan utittk analisis,
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3. | Menyusun Proass menynsun refoormendasi berdagarkan Rekomendasi 2,01 . Bujed
rekomendasi analisia | faell anshsin dan evahiast ketrrimibazn snaligic keterbuleaan penugasat fdikpasisifrownting
ketertngkesan pembayarenf balania pernbayatran alip/ rencana kerla atan
pembayaran f belanjs doloamen yang disetarakan

dengan dokumen penipasan;
danfatee
. Lembat ketia yong sadah
disghken cleh pimmpinan atan
pejabat lein yang ditunjok
18 Melakukan analisis keterbulkoan pettbagaran /helanje '
o Kegiatan - Deskripsd Cutput T N T —
1. Menyusun analizis Froses peopolahat data den prmerilesasn | Analisis beraaing 0,01 e Ernrtas kerja vang telah
_bermaing/kompetitif | secara mendslacn persaltigan fompetitr pemhbegAatah dlzahkan oleh pimpinan atan
petnbayaren /belanje | pembayaran fhejanja pejatat lam yang ditienjub;

2. | Mengevaliesi analisis | Proses evaluam terbadap basit aralisa Laporan swillusi 0,02 b.Deftar dokimen sutnber pada
bersaing /kompetitif | persaingan competitid pembayayan belana atas enalisis kegiatan perikatan dat
pestbayatan belania bersaing petyelesaian tagihen yang

pemhbsyaran diguneken noiole analisis;

<. | Memyusun Pro¢tca menyusun cekomendasi berdasarkan Fekomendani 0,0 c. Bukti
rekomendasi anelisis | hesil analleis dats evahias smaligis bersning penughsan/disposisif routing
bersaing/kompetitf | persaingan fkompetitif pombayaran, belaja pembeyaran glip/rencans keriz atan
pembayacanf elanja ' dokumen yang, disttarakan

dengaty dokumesn pemigasar;
danfatay
d. Larabar kerja yaog sudah

dizahloan pleh pittipitid st

pejatat lain yang ditunjuk
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11.Melab=snabkan hgas sebagai Pelabat Penandetenpan Surat Perintab Membaysr
. : Kiedit Euleri Figik
H Krsintan ' Deskrlpsi Oatput E—— T Madya
. Menguji kebetaran Froass peogujian kebenaran Surat Permisnitan Lenobar Up Burat Do 0,02 . 0,03 1. Daolumen seauai dengsn
Suraf Permimtsan Perbayeran stay doloamen bein yang Errmintan output, mebiput -
Fembayaran atan dipereamakan detigat Surat Permintan Ermbayaran e, Dokumet lembarc uji
delkumen lain yang FPembeyaran begarta dekumen peodziomg : dolumets petduknsg
dipersamakan dengan metalui tahapen anders lain: 8FF, yang paling s=dikit
detgen Surat &, Meneriroa SPF besexta kekmghkapan melput:
Permiintan dokumennya dari FFE; 1} Kelengkepan
Pembavavat beserta | b Menguji kelenglkapan dokumen pendukung dokuimen pendukung
dokumen pendukung |  SFE; SFF;
- c, Mengji kesesualen penandataogan SFP 2| Hepemundan petiatds
dengan spesimen tanda tangen FPK; tangan SFF;

d. bletgnaji kebenaran formet 3PP scmuai . 3] Xebenaran format
dongan petatutan yong borlalu: SPP,;

e Menguji keseanajian kode BAS pada SPP 4] Hesesualan kode BAS;
detpan DIFA /POKfRencana Kerje Anggaran 5} Kebensran formai
Satker; dolumen vang

L Menguji ketersadison pegn sesupl BAS pada dijadikan
3PP dengan DIFA ! POK fReocata Keja, pergyaratankelengka
Anggeran Satler; pan pombayaren;

& Menguji kebeparan formel dolmmen fsurat : 6] HKebenaran pthalt yang
lepubugen fenrat bkt yang nenjadi berhak menerima
petararatan floelenplioapan pemivayemn; - pembayaran;

h.Menguji kebenatran pdhal: yang berhak ¥] Kebetaran
menarime pembayaran pada SPP penghitungan
aehubungan dengan ' tagihan;
perpatilat f imntralk fanrat kepuatiisan; : B] Xecpastian bahwa

i, Afenguii kebenarats perhlbangan tagihat kewpfiban tegara atag
aerta krwajitan di bidang perpajaken dari : pembarRran
pihak yang mempunyai hake tagih; dimek=ud telah

J- Menguji kepastian telah terpenuhinya cilek antiobat; dan
kewajiban pcmha}ra.ra.n k‘epada negara oleh 1) Hesgeangian prmtas]
pibik yang ml.-.m]:!unym helk tagih kepada pelkerjaan a=smai
hEgara; denzan

k. Menguji kegaguaian prestasi pekarjaan perjeryiat kontrak;
dengan lodtentuan pembayaren dalem b, Doleien lembar
perjenpankontrai; dan penolatan BPF jika tidale

1. Mermvusun Lembar Uh Surat Permaititan gecnal dengan prasyarst
Pembayaran. Fang telaly ditentukan;
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Menoplak dan Froees penclakan den pengembalicn 3PP Lember Fenolakam 0.0F 0,02 03 Dwlrumen pembebanan
mengembealiket apabils tidak memenahi pareyaratan untulk Sgrat Permintan tagihen pada anggaran,
Surat Permmtaty dibeyarkan deoman meilahai tahepan satara Pembsyutan d. Surat Perintah Membayer
Pembayaran, apabila | lain: ' atel doloymen lain yang
Bdzk memmenuhi a. Membuat elasan penoleken fpengembalian dipereamakan dengan
peravaraian untgk SPF gecars teptnliz; Hurat Peribtaly Membayar,
dibayaridn b.Menyusun Eembar Penclakan SPF; den Dolunwen pengawesan
o Mlenclak dan mengembaliimn 3FF bepade arsip perintagh
PPEK, apabila SFP tdak memenubi pelaksansan perabayaran;
5 tan untuk di rian., Laporan bulanen terkait
Metnbebankan Prosan pembebatin kaziBvab pada mete Letnbar Pembs=Batian 3,01 Q.02 0,03 pelakeanean tugas dan
tagihan pada maks anZgeran vang tersadia dengan mejahai Tagihan WEWETLANE kropads KP4,
anpgaran yang telsh | tahapan antars Ibin: melipiati -
ciaedialeat e Menpidenbfikasi mata anggaren yahy 1} Laporan jumlah SPP
digutakan dalatn Surat Petinteh Membayay AYNg diterima;
[SE: 3} bLaporan jumlab SPM
b. Memastikan ketersadiant paga pada yvang diterbitlean: dan
DIPASPOEfReticann Keoia Attgsmmn sesuiad 3} Jumlah ZFF yang
dengan mata anggaran yang diganakan; dan tidak diterbitken SFM
¢. Membebankan tagihen pads pengelugran ! Dokumen lainnya, melipati -
belenja pads SEM. a. Buktl
Menerhitan Surat Prosca penerhitan SPM atau dokumen lain guret Permteh 0,01 0,0 0,03 penigasan disposis /oot
Fermtah Membayay yang dipersamalzan dengan #FM dengan bictmbayar sban ing slip/rencane iemya
stan dokumen Jain taelalui tahapan ankarn lain dekumen kit yang atau dokwimen yang
vang Jipsraamaloary 4, Menyeni SFF dgn menerbitlan SPM dipersamalesn . disstarpkan dengan
dengan Suret apabila dolumen sudah benpkap dan bensr; | dengan Surmt dokumen prnugsasn;
Petmiah Membayar | b.Merskarn, meocatat, dan rmencelak SPM Perintah Matnbayar dan fatsr
raelahii Aplikesi SASSAKTE b Lembar kega yang sadah
£. Membentuk ADK SPM melalui Apfilmsi disshkan oleh pigipinam
BAS/BAKTI; atan peiabat lain yang
d. Merberikan tanda tangen slektronik pada ditunjuk -
ADK SPM raalalni Aplilessi Injelmi FIN-
PPSPM;
e. Mencetak dan mepandatengent Jampiran |
SFM;
1. Menerbitican den menandatattpani SPM; dan
g, Mengirimkan ADK 8PM yang ielah durpekosi
datr harcloroy SPM ke KFFN,
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Menyimpan dan Froses penatausahaan sehuvh dokamen bidke Daftar Argip (KA Ly 0,0 Q.02
menjaga kentuhan tagth antara lain:
schuruh dokumen a4.Menyusun, rmenyimpan, dan
hak tagih ménatanashakat dolcumen f bkdf-bukyd
pebgaflan 3PT,
b. Menyusun, mernyonpan, dan
menataneahakan laporan panolalren SFF;
c. Memyrisun, metiymrpen, dan
mmetatausahaken dokumen pendukung SPM,
dan,
d. Menyusty, nusnyimpan, dag
menatansahakan deklimen P,
telaporian Proses pelzporan pelaksanaan pengujian dan Lapnran 0,02 a,04 &,05
petgaiien dan AngReran atitara Jaln: petgujlan dat
.perintah pemnbevaran | a. Meoyuson laporan pelaksanasn pangujian perintah
kapads Kuzes fan perintah setinp bulan yang | pembayaran
Penggunc Angpnrat terdini dard Jumlalt SPP yang diteriong, jumixh
AFM yang diterbitkan, dan [umkslh 2FF pang
tdek dapat ditarbitkan SPM; dan
b. Menyusun bexita acara pelaporan
pelaksateen petiguilan don perintab
pembayaran,
Melaksanaloan tupas | Proses pelaksatman tigas dath wewenang Dokaren 0,01 0,02 0,03
den wevrenang leinnya Fang berkaitan dangan pelakesnaan Pembararen * .
lainnya Fang pengujian.
beckattan dengen
pelekentiaar
penguijian # —
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12.Melslmken gnaliein penalakan SFF

o7

. , - Angha Kredit BulcH Fisik
Mo Kegiemn Deakiipsi Crutt Termma Muda Madya
1 Menguaun ptizligia Priseq pengolaban data den permnetTksaan Analisis penolakan 0,02 . A, Bertas kerja rang telah
peoolakan 3EF sacAre mendalam techgdap penolatan 5FF SFF digahlzan oleh pimpman atan
pejabat lain yeng ditunjul;
b. Daftar daktimen surmber pada
kegiptan perikatan dan
2 | Mengevahiaai Proaea cvalugai terhadap hasil analigia Laporan evahuasi 0.02 penyeleaien tagihan yang
mnalisin penclakan | penolakan SPP anslisia penolalan digunekan untuk anelisls,
3PP SEP ' c. Bukdi L
penmgazan  disposizi) rourme
- ' alip/renoana keria atau
B : dolmmesh yang discthrakat
3 Metyusan Proses raenynusun rekomendas berdasarkan felsnmendest 0,02 dengar dokumet: permgasar
. relymendagi analisig | hagi analisic dan evaiuasi penclakan 3PP enalisia penoalaian danfatan
penolakan SPP i SFPP d. Lembar kerja yang stdah
dizahikan oleh pimpinen atan
pedabat Jain yang ditnnjule
13.Melakukan analigid keaalaban SPM
: - Angkn Krodit Bukh Fislk
Ne Kegiatan Disakoipsi Ootput Fortama Muda Madya
1 Mensyusun analisis Froees pengolehan data dan petmerikseat: Aneliais penolaken 0,01 a. Kertas kerjs yang telsh
lesalahsn SPM gecara mendalam terhadep kegalahan SFR{ SPp . disabkan ol=h pimpinat atay
pejabat lain yang ditunjuls;
b. Daftar dokumen snmber pada
kagiatan perfkatan dan
2 Mengevahia g Froges evalwasi terhadap hasl] analisis Laporaty evahaasi 03 penyelesaion tagihan ydng
analisic kegalahan kesalshan SPM analisis penolakan digunekan untuk analisis;
arM SPP ¢. Bukt :
penugaten fdispoziad fratting
slipyfreticatia ketfa atan
a Meroruaun Prosse maoyusun rekomendas] berdasarkan Eskomendasi analiaiz 0,02 doknmen yang disetarakan
relomendesi analisia | hesil analisia dan evaluss kesalahan SPM kesalahan SPM dangan dokumen pénigasan;
kesalahan SPM dan/faten
d. Lembar ketia yang sudah
disahlan oleh pirapinan stag
I pejabat lain yeng dituniik
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14 Meisbkybkan analigia retr SPECH

98

. - A Kredit Bukt Fisik
Ho Kegiatan Deskripgi Cgtput Pertama | Muda Madya
1 Meayusun analisis Prosee pengolaban date dan pemerilesasn Anshsis retur P20 0,01 - 8. Kerias kerja yang telah
retur SFID secara rmendalam terhadap retur SF2D disahkan oleh pimipinan ateu
pefabat lain yang ditunjulg
b. Daftar doloymen sumber pads
kegiataty perikataty dan
2 | Meogevalugeai Proses evaluasi techadap hasl analisis retur Laporan Hveiias: 0,02 penvelesadan tagiban yang
analisis retur 5F20 | SP2D analisis retur SPAT daiw_-...-.i?m untuk analisis;
5 o B
petucasat fdispoels f routing
' slip/rencena kerja atan
. _ delunen yang disstaralon
3 Merunimin Prases menyusun relcomendasi berdasarisn Erleomendasi anatisis 0,02 dengan dokumen penipasen;
| rekomendasi analigie | hasil abalisls dan evaluss] retur SP2D rebar SP2D o Fatan
rekur SP2D d. Lembar kerja yang sudah
disahkan cleh pimpinat ataw
prejabat lain yang ditunjak
15.Melekukan analisis revoltng uang peraediasn
. - Angka Kradit Hukh Finik
No ngiatan Deskripel Cratput Pertarna | biuds | Medys |
i Menyusun anelisis Prosss potigidabaty data dan petrerikanan Analixis regraliing 0,01 o Kertas ketje vang telab
m\veiving uang secara wendalam terhadap revalving vang Dang Persediaan - disahlan cleh pimpinan atay
peracdiaam prereadiaan pajabat lain vang ditunjuk;
b. Daftar doknmen straber pada
kegiatan peviatan dsn
p Mengevaluasi Propes avaduse terhadag hasil analisis Laparaty Evahins Q.02 mfﬂ! Efmmaﬁif
analisis TELHJPI-'WQ‘ repoligng uang pereediaan mmlm’::;gUang c. Bukil . '
nang persediasn Perasdiasn penugassn fdisposist/ routing
ghp frencana kerja atay ¢
dokumet vatig disetarakan
3 Menyusun Proecs menyusiun rekomendesi berdasarkan Rrelkomendasi anelisis .02 denpar dokumen penuganan;
rekomendaal analisls | besil enallzie dat evehoazl reuolidng uatg revalidng Uatig dan/atau
remhu':_ig uang pereedinen Peraediaan d_ Lembar kerdja yang sudsh
pearsediagn . dizahkan oleh pimpinan atag
pejakat lain, yang ditanjuk
DISTRIBUSI I

www.jdih.kemenkeu.go.id



L. Melalnakan pengelolaan data tranasksi keuangan
No Kegiatan Deskripsi Ourpnat —E——Pcrm"m ﬁuﬂﬂ“ Hiadya Bl Flall
1 Mengolah date-data Proses pengolehan date-dats fransakai Doloimen sumiber 0,01 . g, Kerhas kerja yong teleh
traneaksi keuangan muahgan mebpub: transaksi enangen disehiken oleh pimpinan atay
a. Mengloverntatiznsl date-data tran sekosi pefabat lain yang ditunjul;
kesangan; . Daftar dolumen sumbesr pada
b_Melabmican perclmman date-dots transaksi krgintan perikadat daty
kuengan ke dalam aplikas sistem aplikas peovelesaiat tagiban yang
dan pelaporaty kevatipan; digunakan qntuk analinis;
¢, Mengolah data tranzeksi kenangat; dan . Bulbd
d_Melabuican veriffcngi ates jizrned Peolgasan/dispasiaif routing
- - ransaksi faky Lanjutan yang dihasillsn alip/tencana kerja atau
wplikaal slatem akuntans dan pelaporan dokumen yang disetarakan
leeuETEE L dengan dokimen perugasat;
2 . | Mengansligis data- Proges pengolabian dath dat permerEaaat Lapyran anallsls 0,02 danfatan
data transslsi ercara mendslam terhadap date-dets rEnsaks] kenangan . Lembar kerja vang sudsh
Eevangmn transalksi krnangan meliput- diashkan cleh gmpmen afay
& Menginventarisasi deta-~data transatai pejebal lwin yang dicunuk
kenangas;
b. Melslban trinah terhadap mesing-mesing
dats tranealom ; dan
<. Melalkukan anallsls ha.si] telaab data-data
_lramBalesi loeus ngan. e
=] Menyusun Froges metiroadn rekomendas] berdasarioan Frlovmendas] anelisis 0,03
raltomendasi analisiz | haeil analizis daE-data transalis] oaa ngst transs kel kevangan
date-data tenzaksi malipyb:
Eeuatgan e, Metpinventarislr data laporen hast veriBkmzl
Jurmal dan laporan haedl analigis deba #
transaks enangan;
boMenganalisie permasalahen haml enalisie
date-dats tranaaks] Reuangan; dat
e, Menyuann reliomendagi ates hasil analigls
deta-dets fransebsi lareangsn,
DISTRIBUS] 11

www.jdih.kemenkeu.go.id



17.Melgkulan rekonailipg Tapoian kouangan

100

BISTRIBUSEI II

. I Anglea Kredit Bk Fisik
Ne Eegiatan Deskripel , Crugput Portams | Mude Mad
1 M elalesa naloan Proses pelalmataan rboongilinn] Mporen Beriis, Acera Hasil 0,02 . a. Kertan kega yang bakah
relonailissi laporan kKenangan antars e Redoonailins] dizahlean oleh pimpinan atau
krunangan a Melakukan rekongiliasi laporan kenangan tk. pejabat lain yang ditnnjol;
UAEPA dengan the UAPFA-IV; ' . Daftar dokumen sumber pads
b. Melakuken rekonsilinai laporan keliangan th kegiabah periketan dem
TUAKPA dengen KPFH; petyelessian taglhan yang
. Melalmken reloongiliagi laporan kenangan th. dignnekatl qniok analisiz;
UAPPA-W dengan tk UAPPA-E1; . Bukh
d. Mekakuken rekémaibasl laporan keusngan tk, peoupghsat fdispoaiai/ rovting
- -LUAPPA-W dengan Eanwil B JPLy slipfregcana berje atag
£ Melalokan ekanaiissi laporan keuangan . dokumen yang disstarekan
UAPPA-BL denemn te, UAFPA; denpan dokumen patiupasa;
I, Melalkukan rekotisiliasd lapocats Reuongan . dan/fatail
TAPPA-F] demgan Diraktorat Aloantanst dan . Lambar kerjs yang sydah
Pelaparan, ExTPD; dan dizalthan sleh plmpinan et
£ Melakukan rekonsibas] lnpormin keuangan . pejabat lain yang ditunjuk
LUAPPA dengan Dritjen Perbendaharaan.
2 Menganalinis herits Proses pengolahtan dats dan peemetibenat Laporan soalisls Q.4
acera rekonsiliani escara mendalam terhadap rekonaitiasi laporan { Hasil Belkonailinai
kruangan meliput: ’
a Mespitnetitarisasi deta—data tebemziliag
laporak kevengar;
b.Melakukan telagh terhadap data-data
rekonsibe laparan keuangsn; dan
¢, Melakukan attalisis has=il telaah data-data
releongilizei laporan keuangan. — . E
a3 Menyuaun Proses rmetyusun rekomendas) berdasarkan Rekomerndesl haszil 0,06
rmhomendesi analisis | haaft analisis relrongllias] kporan leuangaen rekonedlizad
berita acara meliputi
rekongiliasi i Menginventatinir date. lepomtt hesil atelinis
takmnaiiag laporan keuatygan; dan
b. Menyusun rekbomendasi atae hasil analiste
rekonsflinef faporan keuangan,
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19.Melakulken pengelahan data/deloamen pendukung laporan kevangan

Angls Kredit

No Kegiatan Deskripel Ouipuat Portama | Muda Wedya
1 Mengolah Frowes peogolahan data-dats oransaksi Doluraen/Data 0,02 . g Eertax krrja yang belaby
data / Anlng ien leenangaty reeliptith Laporan Kcuengsn dizahken oleh plmpihen ataw
penduknng leporan b a. Menginventariaasi datafdolkumen pefabat Rin yang ditngol;
kxuahgan pendulming leporan kenangan; dan ' b. Dafzr dolmmen sumber parda
b. Méngolah datafdelkumen peuduloung laporan kegintan perikatatt daty
keuangan, penyeleanlan tagihan vang
3 Menganahsis Prowes peogolghan data dan pemerikeaan Laporan analigis 04 digunaisan yniak analinis;
data fdokmmen secara mendalam terhadap date fdokumen dol:urmets fdata
peodukung laporan | pendulmbg leporan euangan meliputd pendulang Legwordat
kellangen a; Mengimventarisasi dats fdolonmen Fsuangan ¢, Buktl
petdukiing lmporan kruangen; . penrgasan fdizposisi) roudng
b, Mealalalken telaah terhodap dacafdokumen slip/rencana kerja atav
penduiung laporan keuangan; dan dokumen yang disstarakan
o Melekukan analizis hasi] talaah dengen dolmamen penugasan;
date /dokumen peoduking laperman dan/atan
k=uangan, d, Lember kerja yang sudah
3 Menyumn Proges menyusuh tebomendasi berdasarkan Erltomendas aftas 0,005 disahkan oleh plmpines atay
releomendasi atas hasl enealiels data fdokumen pendukung anallels doloamen pejabat lain yang ditunjul
anutiais dolmen laporan kevangsn meliput] pendukung LK
pendukung taporen | . Meoginveniarisir data laporan basil anslizis
tsangan datafdokumen pendukung leporan
keuangas; den
b, Menyiraun relkoroendasi atas hasil anedigis
datafdokimen penduloang laperan
kenangen,
F
19 Melalngkan penyusunen laporatn Reuangat
L) - [l i i
No Kegiatan Beskripai Cutput o o e Bukti Fieik
1 Menyuzen Laparsn Prgaea penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan 0,02 @ Kertas kerjs yang telah -
; kevangzan mehbpusi: dizsghkan pleh propinen atan
&, Laporah Reabszssl Anpgaran; priabat laity yarge ditasgjuk;
b Neraca; L. Daftar dolnamien snmber padda
¢. Laporan Opepaaional; lregiatan perijatan dan
d._Laperan Perubehan Eloritas; dan peoyelesaian mgihat vatp
¢, Catatat atan Laporan Keusngan, dipunaken untuk anelisie;
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2 Mengayaiisis lapotaty | Prodes anallsls ¥aporan keusngan dengan Analigiz Laperan 0,04 e Bukd
ketisngan tehapan sutara lade: Kcusngan penugasat fdisposialf rea ting
& Menghimpuen dokwmen pendulung laporan slip/rencana ketfa atan
kmuangan; ' dokumen yang digstaralen
b. Menyiaplem data dan bahan analisie laparan detgan dokumen penugasan;
kevangaty; danfatan
. Menelaah laporan keuangan: den ' d, Lembat ketje. vang sudeh
d_Menrusnn analigis laperen penangsn disehlken glsh pimpinat atay
timghat, priabat lsin yeog ditunfuke
3 Menyusun Proses menyusun rekomenidaad berdesarkan Rekomendagi 0,06
iekomendasi lsporan | hagil analiss detefdaknmen penduluing Penyusunen Laporan
kevangan laporan kevattpan mekputs Eruangan
- a,Meoginventarisit data laporan hagil analizis
Raporan ksrangan: dan
b. Mesinisit rebsmmencdani ates hasdl analisia
laporan kKeuangan,
20.Mrlaimkean monitorfog dan evaluasi pengelolaan lapoian kevangan
. Angha Kredit Bultl Mislk
Ko Replatan Deakripsi Output [——— Mods Madya ==
1 Melatypnalearn Frozes palakeanaan monioring dan evahiasi Kertas Kers, 0,02 &, Keriag kega yang wlah
cacnitoritig dan pendusunan laporan keuangan dengan Maonitoring dan cich pimpinan atanm
gvaluasi penyusunat | tabapat antata lain: Evahlag Petyyaminien pejabat lakn yeng ditonak;
laporan keuangap e Menyusun kertas kerjo hasil investarisasi LK b Daltar Fokumen sumber pada
laporan kenabgan: kegiatan perdcgian dan
b.Melakukan telaah terhadap paryusunsat perreleaaian topdhan yang
laporen kenangan; diganakan untal analisis;
0. Menruzun dokumen bahan monitoring dan ¢. Bukh
evehlasl penyusunan laporan ketengan; penlapgaeanf dizposisif routing
d. Melakulan moaiboritg dan svaluasl sl f renosa ketia atan
peoyurunen laporan keuangean; dan dolumen yang disstaralsan
£. Menyuaun kentas kerja hasil tabuilasi data dengan dokumen pcnugaaa.u,
dalatm keplatan menitorng dat evehlasi dah/ataun
ITFUFILED JAPORATE KenAngen. d. lerabar kerja vang sudah
2 Melakaanpkaty Proses pelalcsatipan atelisis monitoring dan Anallsiz Monitoring G dizsahlmn oleh pimpnan sten
anabisia monitoring evglnasi penyisunat lapotan Kruangan dan Evaluaszi poiabat lvin yang ditunjuk
dan evalysasd detigen tahapan antara lain: Perymsunan Laporan
renyusunan leporan | a Menyiapkan dets basil menitening dan Kenangan
kevangan evalums penyusunat pomi Eenangaty;
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b.Melakukeat kajat haasll monitoring den
evaluasi pENFuSUnan laporan kevangan;
¢. Menganaliziz permasalahan dalsm
motitiring dan cvalyssi peoyilsunan laporan
; dany
d. Menyusun, lporen enalizia monitoring dan
evaluasi panyusunan laporsn lmangen '
3 Memyosun Froses penyusunan rekomeridasi monitoring Pabatnerndasl 0,06
rtkomendasi dan evaluasl penyusunan bporan kenapgan Monitoring dan
mbnlloring dan dengan tahapan antara lain: Evaluagi Pemyusanan
svahiasi pergasatiat | & Menyiapken lapotan hasil aoaliaia Laporan Esuangat
laporan lenangan raonitoring dan evalues] ponyusmunan laparan
- JsUATIFAN;
b Menyusuh rekomendani hasil anabisis
mORIriE $an aailan penyUsLRLAD laparan
keuangzn; dan
o Melakuian anslisiz tindal lanjut hasil
monitoring dem evahiasl msnitoring dat
¢7aluasi pERYUFUnan laporan beuangan.
21 Melakulat petyysunan anslisie permasalahen kemuan hasil pemerikasan
, b Kredit Eukti Figik
Mo Kegiatan Ceskilpal Onatpat Potama | Muda | Madye
1 Metyusin mngkasan | Proses permyusunan ringkasan temuuen dan Ringknsan te@inan 0,02 a. Kertas kerja yang tzlah
tenguan dan rencata | reocana didak laojot atas emuan pada dan macana tindek dizsahilkaty vleh tnmpinaen atan
tindalr lanjut atae laporam keengat. lanps atas teEnneLn pejatat e yaing ditanuk:
temuan pedde pads laporan . Dafiar dokumen somber pads,
la n keuangan kegaten perlleatan dane
2 enzanaHaia Proges apnallsls petmasalaben tesouan hasll Atialimin 0,04 penveiegaian taginen yang
permasaiahan pemerikcaaan pade Bporan Eevangan dan permanelalbian dignnalkan antuk snalisis;
perauan hasil rencana tindak Ianpytnya. temuan hasil . Bukti
pemerksaan pada pemeriboenan pade petnzgasan f disposisd frouting
laporat kevangati laporan kenangan glip/rencans kerjs atan
den macana tindalk dan rencana tindak dolkumer: yang disstaralkan
lanjutoys lanjutnya dengan dokumen petingasatt;
3 Menyusin Froses panyusunan rekomendasi dan tindalk Eelomendasi dan 0,03 dav /atan
rekomends=i dan lanjut atas apelisis temuan hasil pemerdbesan | dndaelc ianjut ates . Lembar kerje yang sudsh
tindsk lanjui ates pada Bperan kevangat, analisls teroven baai dizahkan slek plinpen atan
analisis temuat ' pemeriEgaan pads pejabat Jain yang ditunjuk
hagil pemerikzaan iaporen keuangen
peda laporan
Beuatnpan
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23 Melalnuken penetausaheen dolmmen tranes ksl keuangan

104

. . angle Kredit Bulh Fielk

Mo Hegiatan Deskripat Chatput Pertoms | Muda Madza :

1 Melakwanalaty Proacs peoatanzabasn dokurmen Hnekat Errtas Kerja 0,02 B. Kertas kemja sanp telah
penstaiasfaan latijutan antara kin: perarausabaaty disphkan ckeh pinapinan atan
dolmymen tinghkat &, Meryasny, menyioipan, dan dokamen Enghat pejabat lain yang dihingul
lanjutan menetausahelmn dokumen ftuloh-baloh lenjutan b. Daftar doltumen autmber pada

Lapersn Krusngan; kegintan perikataty dan
b Menyasat, oenyimpsr, dan petyekeanian tagihan yang
menetangghakan dolmymen ftoloE-tkii digunalean antirl anaklisis;
, laporan hasil analinis Laporan Xeuangan; c, Bukb .
Hear . pentgasatyfdlepasisi/ routing
e, Memasun. menFimpan, dap slipfrencans kerja atan
menatansahakan dokuroen fbuldh-buled dodumen yang disstaralkan
lkonmep jawaban ates temouran pade sporan dengan doklimen pefgosorn;
keman g, datr/ atew
d, Lemthar lrerja yang sudah
disahkan cleh pimpineh atau

2 blenganalisis Melsimlkan analisis terhada) proses Analigig 0,02 perabal laity vahe ditanjuk
penatansahaan pelakesnasn pangtausehaan doloamen. penatansshaan
dokumen ' dokumen

a Meoyusun Menyuneun relomendasi proatausahaan Rakomendas: 0,03
relomendasi dekumen berdasatioan haail arvelisis dan peoatansehaat
penatansshaan femuan pertmasalahat, dokatnen
dokumen

1-!
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4) Pemaketan Kegiatan dan Angkas Kredit Anslis Pengelolaan

Keuangan APBN .

Dalam hal Analis Pengelolaa®t Keuangan AFPBN teiah

melakasnalan kegi&tEnJ pada Sub Unsur Analisis

Pengelolazn Ecuangan APBN zebagai berikut:

a] Melaksanakan tugas sebagali Pejabat Pembuat
Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka
1; atan

) Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penandatangan
Surat Perintab Membayar sebagaitnana dimaksud pada
huruf ¢ angla 11;

Malca kepada Analis Pengelolaan Keuangan AFBN dimaksud

diberikan Angka Kredit untuk Sub Unsur Analigis

Pengelolasn Keuangan APBN sesual dengan masing-masing

jenjang jabatannya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

No Jenjang Jabatan Fungsional Kredit
1 | Analis Pengelolaan Kenangan APBN Ahli 12,5
Pertama _
] 2 | Analls Pengelolaan Keuangan APBN Ahll 25
Muda
3 | Analis Pengelolagn Keuangan APBN Ahli a7.a
Madya

Selain Angka Kr;dit ditnalcsud, Pranate Keuangen AFBN
dapat diberikan Angka Kredit untuk setiap kegiatan yang
telah dilalcsanakan daelamn Sub Unsur Panigelolaan Keuangan
APBN selmin dari kegiatan vang telah dipaketkan tersebut di
atas.

c¢. Kegiatan S3ub Unsur Pengembangan Profes]
1} Sub Unsur Pembuatan Karya Tulis/Karya Imiah di bidang
pengelolaan kevangan APBN

Na Butir Kegiatan Hasil Eerja Kredit Tugas
1 ; Membuat Karya Bulku yang 12,5 Semua
Tulis fKacva Noodah diedarkan jenjang
hasil BeCHtA

penclitian/pengkajien/ | nasional
gunel fevaluass di
bidang pengelolaan
AFBN vang
dipublikazikan
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2 | Membuat Kaeya Maskah & Semua
Tulis{ Karya Dmiab majalah jenjang
hasil ilmizh veng
penelitian /pengkajian/ | dislon
gurveifevalues 4 Eementerian
bidanz pengelolaan Vag
keuangan AFBN yang hersangioatan
dipablikasikean

3 Membuat katrva Bukn vatg 8 Sermmua
tulis fkarye ilmiah diedarkan jenjanyg
hasil penelitien { sECara
pengkajian/ survei/ naﬂinna;_ .
evaluast di bidang
pengelolagn keuangan
AFPBN vang tidalk
dipublikazilcan, tetapi
didokumentastican di
perpustak=an

4 | Membuat kary= Maskah 4 Sermmua
tulia/karva ilmiah hexml | mejalah jenjang
penelitian } ilmiah vang
penglkajian faurvei gk
evaluasi di ndang Kementerian
pengelolaan kevangan | yang
AFBN vang tidale - bersangkitan
dipiiblikasikar, tetapi
didolumentaskan di
perpusiakaan

5 | Membuat karya Buku yang 8 Hemus
tulie /karya llmiah diedarkan jenjang
bemipa tinjanan atean secara
ulasat fmiah hasil nazional
Eagasan sendiri di
bidang pevgelolaan
kenangan APEN vang
dipuablikasgilcen

6 ! Membuat karya Naskah 4 Betnua
tulisflearya idlmiah magatah yang jenjang
beripa tinjanan atan dialoai
ulasan dmiah hasil Kementerian
gagasan senditi di VADE
bidang pengelofaan bersangkutan
keuangan APBN yang
dipublikaziken

7 | Membuat makalah | Buku 7 Semmna
berupa tinjausm atao jenjang

|ulasan  ilmiah  hasil
7| gagasan sendiri daslam
bidang pengelolasn
kenangan APBN vang
tidak  dipubblkselcan
tetapi
didokumentagiken i
perpustaliaes
o
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Membuat makalah
berupa tinjenan atan
ulasan ilmdah hasil
gagasan sendini dalam
bidang  pengelolaan
keuangan APBN yang
tidalk  dipublikasikan
tetapl
didolmumentasikan di
perpustakaan

Mokelah

3,0

Semua
Jemjang

Membuat tnlisan ilmiah
populer  di hbddang
pengelolasn  kelahighn
AFEN yang
dissbarluaskan melakhii
media maksa  vang
merapakan satn
kesptuan

Naekah

Semua
Jenjatg

19

Menyampedlcan
prasarana berypa
tinganan, gagasatl,
atay ulasan ilmiah
dalam pertemuan
iIrniah nasional (Hdak
harua membenkan
rekomendas] tetapi -
harus ada kesimpulan
alkhir)

Naskals

2.0

Semua
jenjang

Sub Unsur Penerjemahean/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang pengelelaan kevangan APEN

No Butir Eegiatan Hasil Kerja Kredit Tagas
1 | Menerjemahkan/meny | Buln yang 7 BETO1LE,
adur di hidang diterbitlcan jenjang
pengelolzan kevangan | dan
APBN yaiig diedarkan
dipublikagilean S&CATE,
nagicnal
2 | Menerjemahiksn /meny | Magalah 3.5 Semue
adur di bideng | {imich tingkat Jjenjeang
APBN FENE
dipuklikasilten
3 | Menerjemabkan/meny | Buku 35 Semua
adur di bidang jenjang
{'pengelolaan  keuangan
AFEN  vang  tidak
dipuhblikasikan
4 | Menerjemahltan/meny | Makalal yang 1,5 Srmua
adur di ° bidang} diakmi jenjeng
pengelolaan keuengan | Instansi yeng '
AFBN  yang  tdsk | berwenang
dipublilzasikan

L
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3] Sub Unsur Pﬂl}ﬂlﬂm kctentuan pelaksanaan fketentusn
teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN

-
No Putir Kegiatan | | Hasil Kerja | j0dn Fﬂ%‘i;f;a
1 | Menyusun ketentnan | Juklak 2 Senwza
pelaksanaan di hidang jenjang
pengelalaan kelangan
AFBN

2 | Menyurun ketentuan Jukhie 3 Serma
tekmms 4i bidang jenjang
pengelolagn keuangan )
APBN H |

2.  EKEGIATAN UNSUR PENUNJANG
a. Sub unsur pengajer/pelatih di bidang pengelolaan kesuangan

APBN
) . . . Anghks | Pelakaana
Mo Butir Kegintan  Hasil Kedgja | g ay Tugas |
1 | Mengajar/melatih yang Setiap 2 jam | 0,4 Semiia
berlkaitan dengan bidang jenjang
pengelolaan kenangan APEN

b, Bub unsur peran serta dalam aeminarflokakaryaflconferensi dl
bidang pengelolasn leenangan APEBN

No Butir Kegiatan Hasil Kerja ‘;‘u“ﬂ‘li wa

1 | Mengikuti kepiaten leglt 3 Semua
seminar flokekarya/konfare jenjang
nsi dibidang pengelolaan
k=uangan AFBN sebagai
pemrasaran f penyaji f narasi
mbet

2 | Mengiluti kegiatan keli 2 Semua
seminar flokakarya fkonieres jenjang
nei dibidang pengelelaan
keyangan AFBN echagai
pembehas fmoderator

3 | Mengiluti kegiatan kali 1 Sernna
seminarlokakarya fkonfers - jenjang
naidibidang pengelolasn
kenangan APBN schagai
pegcrtn

4 | Mengiimtifberperan serta Laporan 1.5 Semua
sebaged delegasi iiminh lenjeng
sebagal ketua

5 | Menmbut/berperan setta Lapatan 1 Hemna
sebagai delegasi iinriah, Jenjang
sebagal anggota :

Q
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. Sub unsur keanppotaan dalam Organisas: Profesi

. . - .. |Angka | Pelaksana
No Butir Kegiatan Hamlﬂ Kerja Kredit | Tugss
1 | Menjadi anggota urgaﬂisa;ai Tahnn 1 Semua
profest nammial sebagad ' jeriang
pengurus aktif
2 | Menjadi anggota organisasi Tahun 0,75 Semua,
profesi nasionsl  sebagai jenjang
anggota alohl
d. Sub unsur keanggotaan dalam Tim Penilaj-
Mo Butir Kegiatan Hagil Kerja Kredit Tugas
L | Menjadi anggota tHm penilai 5K 0.5 Sermua,
Jabatatt Fungsiochal Analia jetgang
Pengelclaan Keuangan APEN
e.  Sub unsur perolehan Penghargaan /Tanda Jasa
. . . . Angka | Pelaksana
Mo Butir Kegiatan Hasil Karja Kredit Tuzas
1 | Mempercleh : Piagam 3 Sermua
penghargasan/tanda  jasa jerjeng
salya lencana Raryasatya 30
itiga puluh) tehun
2 | Memperolch Piagem 2 “Semuza
penghorgaan/tanda  jasa : jenjang
satya lencana karyasatya 20
{dua puluh] fahun
3 | Memperaleh Plagam i Semug
penghargaan ftanda  jasa jenjang
zatya lencana karvagatya 10
[sepuluh) tahun
f.  Subunsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya,
No Putir Kegiatamn Hasil ¥etjn Hradit Tugas
1 | Memperoleh gelar | Ijazah/ Gelax 5 Semua
{51/ Diploma V) vang tidak
sesual dengan  bidang
ugasnya
4 | Memperpleh gelar | Bazah/Gelar | 10 Sermua
kesaijanaan Magister [S2) jenjang
yang tgdak sesuzal dengan
kidang tugasnya
3 | Mempernleh gelar | Hazah/Gelar | 15 Semua
keastjanaan Dokter [S3) jetijang

vang tidak sesgai dengen
bidang tngasnya
b
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3. KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

a. Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap PNS untuk kenaikan® pangkat/jabatan Analis
Pengelolaan Keuangan APBN harus berasal dari unsur utama
sekurang kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dan dari
unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh
perseratus).

b. Apabila hasil penilaian Angka Kredit tidak memenuhi komposisi
Angka Kredit sebagaimana dimaksud fj's;\da angka 1 proses
penetapan Angka Kredit ditangguhkan sampai komposisi

berkenaan terpenuhi.

&
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